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Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat




Nama Huruf Latin Nama
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ha ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas)
x
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ Za ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
xi
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah , Apostrof
ي Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau




اَ  fatḥah A A
اِ kasrah I I
اُ  ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara








ىَ  fatḥah dan
yā’
Ai a dan i
ىَوْ  fatḥah dan
wau
Au a dan u
Contoh:
َكْیفَ  : kaifa
َھْولَ  : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan











a dan garis di
atas
ى kasrah dan yā’ I
i dan garis di
atas
ىو ḍammah dan wau Ū






قِْیلْ  : qila
یَُمْوتُ  : yamutu
4. Tā’ Marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat
harkat sukun transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).
Contoh:
َرَوَضةُ اْألَْطَف لِ  : raudal al-at fal




Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( ◌ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan





Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل)
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang tersebut.






Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah




a. Hamzah di Awal
:اُِمْرُت  umirtu
b. Hamzah Tengah
تَأُْمُرْوَن  : ta’muruna
c. Hamzah Akhir
::شَيٌْء  Syai’un
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab
yang  sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf atau
harakat  yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata





9. Lafẓ al-Jalālah (هللا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf




 َّ Dinullahِدْیُن ا billahالَّلھبِا
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
َّ   ُھْم  Hum fi rahmatillahفِْي َرْحَمِة ا
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya.
Contoh:
Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Wa ma Muhammadun illa rasul
xvii
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
Swt. = subhānahū wa ta‘ālā
Saw. = sallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK
NAMA : Muh. Alief Rezkiawan
NIM : 10100115041
JUDUL : Talak dalam Konsep Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran
Muhammad Said al- Asymawi)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran ulama fiqh klasik dan
Muhammad said al-Asymawi mengenai konsep talak  dalam kesetaraan gender.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualititatif, karenanya metode pengumpulan
data dilakukan dengan penelitian pustaka (library reseach). Adapun sumber data
yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan
data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi untuk memperoleh
literatur-literatur tentang Muhammad Said al-Asmawi dan pembahasan mengenai
konsep talak berorientasi kesetaraan gender yang erat kaitannya dengan tema yang
dibahas. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah
menggunakan metode deskriptif, analisis isi, interpretasi, dan metode komparasi.
Hasil peneitian ini menunjukkan Asymawi mempunyai pendapat sendiri tentang
konsep talak. di zaman nabi, nabilah yang mentalak istrinya disebabkan pranata
arab waktu itu memang adanya partiarki yang tidak bisa dihapus secara total dan
langsung. Namun solusi di sini bukan  berarti hak talak mutlak di tangan
suami, pemahaman demikian sangat jauh dari substansi keadilan sehingga perlu
adanya pemahaman baru yang lebih mendekati poin-poin keadilan antara dua
belah pihak yang berkomitmen untuk melaksanakan syariat yang dimaksudkan
tuhan. Adapun mengenai hak  otoritas talak menurut ulama klasik menjadi hak
mutlak suami itu merupakan sebuah pemahaman agama (teks syariat) itu sendiri,
bukan sebuah agama atau syariat. Pada QS al-Baqarah ayat 229, menurut
Asymawi terdapat spirit keadilan yang dimunculkan dalam pesan kesetaraan
hak antara suami dan istri dalam hal talak. Ayat tersebut menerima hak kedua
partner perkawinan untuk bercerai. Ayat yang berkaitan dengan perceraian ini,
memberi hak bagi suami maupun istri untuk membebaskan diri mereka sendiri
dari ikatan perkawinan. Meneliti ayat-ayat tentang talak di atas, menurut
Asymawi telah dijelaskan secara gamblang bahwa al-Qur’an sangat
memperhatikan kemaslahatan perempuan. Pesan yang terkandung di dalamnya
juga mementingkan keadilan, kasih sayang dan pergaulan yang ma’ruf. Tentunya
nilai terdalam  dari ayat-ayat al-Qur’an ini sangat jauh dari pemahaman bahwa
talak merupakan wilayah eksklusif laki-laki, tanpa memperhatikan dari sisi
perempuan. Asymawi menyebutkan bahwa penjatuhan hak talak tidak hanya
berada pada jalur laki-laki, perempuan pun punya hak yang sama dalam
melakukan pelepasan ikatan nikah (talak).
Adapun implikasi penelitian ini peneliti mengetahui bahwa dalam berijtihad,
selain merujuk kepada al-Qur’an dan Hadits, Asymawijuga merujuk kepada sebab
turunnya ayat dan Hadits, karena menurutnya, hukum Islam itu diturunkan
berdasarkan sebab yang melatarinya. Kadang kala ia berfungsi sebagai solusi bagi
suatu permasalahan, terkadang pula ia berperan sebagai jawaban bagi pertanyaan
sehingga dalam pelaksanaan hukum tertentu harus disesuaikan dengan sebab





Manusia, dari berbagai aspek dan dimensinya, adalah objek dan topik yang
banyak di sentuh oleh berbagai disiplin ilmu, antropologi, sosiologi, ilmu sejarah,
ilmu akhlak, ilmu hukum, dan lain-lain adalah sederet disiplin ilmu pengetahuan
yang berusaha menjadikan manusia sebagai objek kajiannya dan dilihat dari sudut
pandang yang berbeda-beda. Sehigga secara keseluruhan manusia adalah matriks
yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani dan untuk memahami itu semua sangat
diperlukan suatu pendekatan multi dimensional dengan tidak melupakan suatu
kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sosial.1
Melihat realitas alam kehidupan manusia bersifat sosial, artinya, bahwa
secara fitri ia bersifat kemasyarakatan.2 Bahwa setiap manusia dilahirkan
memiliki potensi sebagai makhluk sosial. Menurut Immanuel Kant, manusia
hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia.3 Masyarakat menurut asas
ini adalah “keluarga besar dengan segala individu yang ada didalamnya yang
diatur oleh adat istiadat dan undang-undang, Lembaga-lembaga dan pranata-
pranata, hubungan-hubungan sosial, politik dan ekonomi, kepercayaan–
kepercayaan dan agama-agama, ikatan-ikatan dan interaksi-interaksi yang ada
antara dirinya dengan dunia luar dan tingkatan  kebudayaan yang dicapainya”
1 Yulia Siska, Masyarakat dan Sejarah : Sebuah Tinjauan Filosofis (Yogyakarta: Penerbit
Garudhawaca, 2015), h. 21
2Murtdha Muthahhari, Masyarakat dan Sejarah : Kritik Islam atas Marxisme dan Teori
Lainnya (Teheran: The Council for Ten- Day Dawn Celebration, 1985),h. 15.
3 Yulia Siska, Masyarakat dan Sejarah : Sebuah Tinjauan Filosofis, h. 31
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pada hakikatnya masyarakat ini pada akhirnya memberikan cap (stempel) kepada
setiap individunya, setiap unitnya atau setiap kelompoknya.4
Pengembangan wawasan keluarga sakinah ini adalah salah satu ikhtiar
rahimah untuk mewujudkan sebuah tatanan relasi keluarga yang setara dan
berkeadilan bagi suami-istri. Selama ini, pembahasan tentang perkawinan lebih
banyak dilihat dari sisi yang tidak seimbang melalui penyadaran akan relasi yang
setara dalam kehidupan pernikahan, suami-istri diharapkan dapat saling
menghormati dan dapat bekerja sama dalam mewujudkan keluarga sakinah,
mawaddah wa rahmah sehingga keluarga bisa menjadi tempat yang paling aman
karena melindungi seluruh anggotanya dari tindakan kekerasan dan menjadi
tempat yang tepat untuk menyemaikan nilai-nilai universal Islam seperti
kesetaraan, keadilan, maupun penghormatan atas hak asasi manusia.5
Namun melihat realitas yang terjadi, masyarakat dalam hal ini relasi suami
dan istri tidak akan terhindar dari konflik, sebab setiap individu tanpa terelakkan
memiliki keinginan yang berbeda satu sama lain.6 Sehubungan dengan keadaan
rumah tangga yang sudah tidak harmonis, keutuhan rumah tangga sulit untuk
dipertahankan lagi, bahkan mengalami kebuntuan, Islam memberikan solusi
dengan membolehkan perceraian.
Di dalam Islam, Perceraian bukanlah jalan pertama yang di tempuh suami
dan istri, bila terjadi ketidakcocokan satu sama lain, perceraian adalah jalan
4 Abd. Ghani’ Abdullah, Keluarga Muslim dan berbagai Masalahnya (Bandung: Penerbit
Pustaka, 1995), h. 40- 41
5 Nur Rofiah, bil Uzm dkk, “Petunjuk Umum” Modul Keluarga Sakinah Berperspektif
Kesetaraan Bagi Penghulu Penyuluh dan Konselor BP4 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan
Beragama, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), h. xlvi
6 Sawitri Supardi Sadarjoen, Konflik Marital:Pemahaman Konseptual, Aktual dan
Alternatif Solusinya (Bandung: Refika Aditama, 2005), h.3.
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terakhir yang ditempuh bila kehidupan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan.
Mengingat, kehidupan keluarga dalam Islam dipahami sebagai suatu kehidupan
yang dinamis. Di dalamnya terdapat kebebasan melangsung hidup, baik dalam
mewujudkan kehangatan rasa cinta, maupun kenikmatan berkasih sayang, jika
nilai-nilai ini menjadi hancur dan banyak kebekuan atas kehancuran maka talak
harus dilakukan untuk menghentikan kebuntuan itu, mencairkan kebekuan, dan
menghapus kedinginannya. Oleh karna itu sebagai keputusan alternatif suami dan
istri boleh melakukan perceraian, tetapi dari itu Allah sangat tidak menghendaki
perceraian ataupun talak.
Yang menjadi pokok dalam di dalam Islam adalah mengusahakan sedapat
mungkin agar kehidupan perkawinan mempunyai nilai suci, akan tetapi bila
kelangsungan hidup perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi maka dalam hal ini
lebih mulia bagi kedua belah pihak untuk berpisah secara baik-baik (ma’ruf).
Islam telah menjadikan hak talak di tangan laki-laki. Hal tersebut
dikarenakan berakhirnya kehidupan keluarga dan keputusan keburukan keluarga
haruslah berada dalam kekuasaan orang yang mampu berpikir dengan
mempertimbangkan dan ketentuan yang selamat. Tidak bagi yang melampaui
kasih sayangnya dan ia lupa akan akibat- akibat serta lari dari para pengikutnya.7
Perempuan dengan karakter yang berubah- ubah, kehalusan yang tidak
tetap pada satu keadaan. Ia dengan cepat terpengaruh, terkadang pada suatu hari ia
benci dan keesokan harinya ia mencinta. Jika kepemimpinan keluarga dijadikan di
7 Ali Yusuf as- Subki, Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam (Jakarta:
AMZAH, 2012), h. 334
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tangannya maka sungguh guncangan yang besar akan menimpa keluarga, dan
sekali tusukan yang dihadapi olehnya dalam berbagai peperangan.8
Selanjutnya talak ditangan suami karena laki-lakilah yang berminat
melangsungkan perkawinan, melalui prosesi pelamaran dialah yang berkewajiban
memberi nafkah dan dia pula yang wajib membayar mahar, mut’ah, serta nafkah
dan iddah. Di samping itu pada umumnya laki-laki lebih kuat dari perempuan,
baik fisik maupun mental. Dalam mengendalikan rumah tangga banyak sekali
rintangan, halangan, hambatan, yag bisa mengguncangkan kehidupan rumah
tangga itu. al-Jurawi mengemukakan biasanya laki-laki adalah orang yang lebih
sabar dan tabah dan tidak mudah goncang dan diharapkan dapat menyelesaikan
dengan bijaksana terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-
laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau sedang ada kesukaran
yang menimpanya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih bersikap emosional daripada
rasional, wanita akan lebih cepat marah, kurang tabah menderita, gelisah dan
sebagainya. Oleh sebab itu ia ingin cepat-cepat meminta cerai hanya karena ada
sebab yang sebenarnya sepele dan tidak masuk akal. Karena itulah Islam
menetapkan bahwa talak adalah hak suami, suamilah yang memegang kendali
talak sebab suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi
rumah tangga ketimbang kaum wanita sehingga tidak diberi hak untuk
menjatuhkan talak.9
Dari pemaparan di atas, bahwa Islam memberikan talak ini hanya bagi
suami karna ia lebih mendorong kepada wujud abadinya pernikahan.10 Adapun
8 Mushthafa Abdul Wahid, Al- Usrah fi Al- Islam, (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, 1961),
h. 101.
9 Djamaan Nur, Fiqh Munaqahat (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 143-144.
10 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,
(Jakarta: AMZAH, 2011) h.260
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argumentasi ataupun regulasi yang mendasari tidak adanya hak bagi kaum
perempuan untuk mengucapkan talak inipun, sepanjang pencarian penulis tidak
terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya.  Hal tersebut semata- mata
didasarkan pada interpretasi fikih konvensional yang sudah berdiri kokoh selama
berabad-abad yang terkesan dengan nuansa partiarkal.11
Merujuk kepada penjelasan di atas, Masdar Farid Mas’udi secara
mendalam juga menegaskan bahwa Islam bermaksud memberikan status yang adil
bagi kaum perempuan bukan hanya pada kontrak perkawinan, tetapi dalam waktu
yang sama juga terbangun suatu kontrak ketika terjadi perceraian. Pemberlakuan
aturan semacam itu kemungkinan diakibatkan adanya suatu bentuk pengaruh dari
berbagai pengalaman yang cenderung spekulatif dan didikte oleh tradisi- tradisi
lampau yang mayoritas diisi oleh kaum laki-laki, bahkan juga karena terdapat
kepentingan-kepentingan fragmatis.12
Di samping gerakan dan pemikiran Islam beroirentasi pembangun,
perkembangan Islam Indonesia kontemporer juga menyaksikan tampilan sejumlah
intelektual muslim yang secara khusus membahas isu-isu Islam dan perempuan.
Mereka tampil dengan pemikiran dan sejumlah agenda pemberdayaan perempuan.
Hanya saja, berbeda dengan tokoh perempuan yang telah dibahas sebelumnya,
mereka yang akan dibahas di sini lebih menekankan reinterpretasi dan
rekonstruksi ajaran-ajaran Islam, yang dinilai tidak berpihak pada perempuan.
Oleh karena itu, reformulasi ajaran Islam berorientasi pada kesetaraan gender
menjadi satu substansi utama dalam wacana intelektual Islam yang berkembang.
11 Ulia Dewi Muthmainah, “Kedudukan Perempuan sebagai Kuasa Hukum Pemohon
dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010) h. 3-4
12 Masdar Farid Mas’udi, Islam dan Hak- Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh
Pemberdayaan (Bandung: Mizan, 2000), h. 184
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Di sisi lain, ketimpangan di atas memberikan reaksi terhadap munculnya
kegiatan berpikir kritis para pemikir agama (Islam), terutama yang lebih fokus
pada masalah gender. Kegiatan berpikir kritis ini dilakukan sebagai upaya untuk
menguji kembali isu-isu ketidakadilan gender dari perspektif Islam kontemporer.
Pemikir kontemporer menganggap bahwa ketidaksetaraan gender dalam hak-hak
perceraian sulit untuk dipahami, karena jika ketidaksetaraan tersebut terjadi, maka
Islam memberikan toleransi terhadap diskriminasi. Pemikir kontemporer percaya
bahwa segala bentuk diskriminasi atau ketidaksetaraan tidak akan disahkan oleh
agama.13
Studi tentang sosiologi pemikiran memperkenalkan gerakan yang
mempelajari agama dan tradisi secara kritis, rasional dan liberal, atau apa yang
disebut Front reformis-liberal. Pemikiran ini memiliki cara berpikir yang berbeda,
yaitu dengan mencoba menemukan terobosan baru untuk menyelesaikan masalah
kontekstual dengan mempelajari tradisi keagamaan dan sosial secara kritis tanpa
mengabaikan tradisi dan pengalaman hidup leluhur mereka.14
Muhammad Sa’id al-Asymawi sebagai salah satu tokoh pejuang
kesetaraan perempuan dari segala bentuk ketimpangan baik dari segi hak maupun
kewajiban. Muhammad Sa’id al-Asymawi sangat konsisten dalam membela posisi
perempuan agar lebih layak baik dalam persoalan perkawinan, sampai dengan
tatanan lain seperti persoalan talak, waris, dan wasiat. Beliau melakukan
penafsiran ulang (reinterpretasi) terhadap persoalan perempuan. Cara tersebut
merupakan pembaharuan pada bidang sosial yang dilakukan dengan cara de-
13Kadarusman, Agama, Relasi Jender & Feminisme (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005),
h. 22- 23
14Yusdani dkk, Bersikap Adil Gender: Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja
(Yogyakarta: Center of Islamic  Studies UII, 2009), h. 250
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konstruksi dan rekonstruksi syariat-syariat Islam yang menjadi alas dasar atas
akibat timbulnya diskriminasi dan subordinasi terhadap golongan perempuan.15
Melihat masalah dan dinamika pemikiran di atas terhadap gender, maka
penyusun tertarik melakukakan studi pemikiran Muhammad Sa’id al- Asymawi
untuk melihat sejauh mana kedalaman pemikiran tokoh diatas dalam melihat
relasi gender sebagai upaya transformasi kesadaran serta penguatan masyarakat
dalam melihat dan menganalisis konsep talak kontemporer agar terwujudnya
sebuah spirit keadilan dan kesetaraan dalam Islam sehingga kemajuan peradaban
masyarakat bisa tercapai dan diharapkan banyaknya kesenjangan dan kenyataan
sosial mampu diatasi. Mengingat banyaknya pemikiran mengenai gender yang
membawa masyarakat pada kemunduran dan menciptakan ketimpangan sosial.
Pemikiran tokoh tersebut sedikit banyaknya membahas mengenai talak
yang sangat penting dan menarik untuk diteliti karena gagasan pemikiran yang
digeluti oleh tokoh diatas sangat berbeda dari gagasan pemikiran ulama fiqh klasik
yang dianggap sudah mapan dan final, di mana corak pemikiran tokoh tersebut
lebih memfokuskan pada perspektif analisis gender.
Dengan alasan di atas, oleh karenanya peneliti menganggap penting untuk
meneliti dan mengkaji pemikiran Muhammad Sa’id al-Asymawi sebagai bentuk
pemikiran yang cukup menarik dan progresif mengenai talak dan hal-hal yang
berkaitan dengan talak. Yang menariknya lagi, Muhammad Sa’id al-Asymawi
hidup dan berkembang di tengah para tokoh-tokoh al-Azhar yang dikenal gigih
dan sangat teliti yang “tidak terlalu suka” dengan bentuk pemikir liberal. Adapun
dari itu tokoh tersebut tegas dan sangat konsisten terhadap bentuk pemikirannya,
15Muhammad Sa’id al- Asymawi, Usul Asy- Syariah (Kairo : Madbuli As- Sagir, 1996)
h. 41
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walaupun ada beberapa tokoh yang coba mengkritik pendapatnya. Untuk itu,
skripsi ini penulis ingin mengangkat sebuah judul. “Talak dalam Konsep
Kesetaraan Gender” (Studi Pemikiran Muhammad Said al- Asymawi)”.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas untuk menegaskan objek kajian skripsi ini,maka
penyusun merumuskan pokok masalah bagaimana konsep talak dalam konsep
kesetaraan gender Adapun sub masalah skripsi ini sebagai berikut :
1. Bagaimana Konsep Talak  Perspektif Ulama Fiqh Klasik ?
2. Bagaimana Konsep Talak dalam Pemikiran Muhammad Said al- Asymawi ?
3. Bagaimana Konsep Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Muhammad Said al-
Asymawi ?
C. Pengertian Judul & Definisi Operasional
Penelitian ini menjelaskan tentang Konsep Talak dan Kesetaraan Gender.
 Konsep, berasal dari bahasa Latin yaitu conceptum artinya sesuatu yang
dipahami, sedangkan secara istilah konsep merupakan abstraksi suatu ide
atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol dan
menjadi dasar dan petunjuk dalam melakukan suatu penelitian.
 Talak adalah pemutusan hubungan ikatan perkawinan karena
mengucapkan lafal talak dan berbagai kejadian yang tidak memungkinkan
lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga. 16
Jadi, Konsep Talak adalah abstraksi suatu ide tentang pemutusan
hubungan ikatan perkawinan karena mengucapkan lafal talak dan berbagai
16 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbab Sayyed Hawwas, Fiqh
Munakahat,… h.254
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kejadian yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan
hidup berumah tangga.
 Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat jadi, kesetaraan juga
dapat disebut kesederajatan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia,
sederajat artinya sama tingkat kedudukan, pangkat. Dengan demikian
kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang
sama antara satu dengan yang lain.
 Gender adalah identitas jenis kelamin mereka yang bersifat kodrati dan
dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki- laki, yang bisa
berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat
lainnya.17
Maka dari itu kesetaraan gender merupakan sebuah keadilan gender yang
memiliki pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang
setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang
adil dalam masyarakat.
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menunjukkan
integritas (kejujuran) peneliti dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Hal ini
dimaksudkan juga untuk menghindari duplikasi bahwa topik yang diambil oleh
peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya serta menjelaskan posisi
peneliti yang bersangkutan.
Untuk mendukung penelahan yang lebih komprehensif, peneliti berusaha
melakukan peninjauan terhadap karya-karya ilmiah yang relevan secara umum
17 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999)h. 7
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dengan topik pembahasan, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan konsep talak
dalam kesetaraan gender studi pemikiran muhammad said al-Asymawi. Adapun
karya-karya ilmiah tersebut diantaranya yaitu:
Pertama, Nur Lailatul Musyafa’ah dengan judul “Pemikiran Hukum Islam
Muhammad Said al-Asymawi”, jurnal Halaqa, Vol. VI, no. 1, April 2007. Artikel
ini berusaha menelusuri pemikiran Muhammad Sa’id al-Asymawi tentang
pembaruan hukum Islam. Menurutnya, salah satu sebab kemunduran umat Islam
adalah sikap terlalu mengagungkan pemikiran ulama madzhab fiqh sehingga pintu
ijtihad menjadi tertutup. Padahal perkembangan zaman menuntut adanya
pembaruan di bidang hukum Islam dengan cara menginterpretasikan kembali
ajaran Islam agar relevan dengan konteks kekinian. Artikel tersebut sedikit
banyaknya menjelaskan karya terbaik Muhammad Said al-Asymawi yang
diterjemahan oleh Luthfi Thomafi dengan judul buku “Nalar Kritis Syari’ah”.
Karya ini  sebagai khazanah dalam pembaharuan hukum Islam terlihat lewat
kritikan tajam dari M. ‘Imarah dalam bukunya Suqût al-Ghuluw al-‘Ilmâny dan
pengaruhnya banyak terdapat pada dialektika pembaharuan hukum Islam.
Kedua, Mutawalli, adapun judul artikel yaitu “Perspektif Muhammad Said
Al- Asymawi tentang historitas syari’ah”. Jurnal Studi KeIslaman Ulumuna, Vol.
VIII No. 1, Juni 2009. Artikel ini membahas tentang Hukum Islam dalam bidang
epistemologis, yang dalam penerapannya memicu perdebatan, misalnya, definisi
hukum Islam apakah itu dianggap sebagai syari’ah atau fiqh ? Pertanyaan seperti
itu selalu diajukan oleh para pemikir Muslim kontemporer seperti Muhammad
Said al-Asymawi. Pertanyaan al-Asymawi terkait dengan paradigma yang tegas
membedakan hukum Islam sebagai ajaran agama dan fiqh sebagai pemikiran
keagamaan.
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Ketiga, artikel yang ditulis oleh Bustami Saladin, dia seorang doktor
dalam bidang tafsir dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dan aktif sebagai
pendakwah di berbagai masjid atau majlis taklim di berbagai daerah, adapun
judulnya yaitu “Potret ideologi pemikiran Muhammad Said al- Asymawi tentang
ayat ahkam dengan metode kontekstual”. Dalam artikel ini membahas tentang
akar kata syari’ah yang dimana definisi syari’ah itu sendiri bukan hanya kaidah-
kaidah, aturan-aturan, dan hukuman-hukuman, melainkan spirit yang menembus
inti segala sesuatu. Sebuah spirit yang berkelanjutan dalam menciptakan aturan-
aturan baru, melakukan pembaruan-pembaruan dan interpretasi modern.
Keempat, Moh. Shofiyul Huda MF, dengan judul jurnal yaitu “Prinsip-
prinsip umum syari’ah dalam perspektif Muhammad Saìd al-Asymâwì dan
implementasinya dalam instinbâth hukum”, jurnal Istinbath, Vol. 16, no. 2, Juni
2006. Jurnal ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum syari’ah menurut
Muhammad Sa’id al-‘Asymâwi, Pemikirannya sangat relevan dengan konteks
Indonesia kini dan berfungsi sebagai penyeimbang bagi fenomena munculnya
kembali wacana kalangan Islamis/revivalis terkait penerapan syari’ah Islam
dalam bentuk penerapan formal produk hukum fiqh klasik yang belum tentu
relevan di dalam kehidupan kekeluargaan Islam Indonesia kini.
Kelima, data primernya yaitu Nalar Kritis Syariah yang ditulis Muhammad
Said al-Asymawi yang diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi dari Ushul As-
Syariah, diterbitkan oleh LKiS Group di Yogyakarta 2012. Dalam buku tersebut
pembahasan syariah baik dari aspek teoritik maupun dalam hal
pengaplikasiannya. Buku ini terdiri dari enam bab yang memuat akar bahasa kata
syari’ah, akar sejarah syariah, prinsip-prinsip umum syariah, dasar-dasar
12




Sifat penelitian bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik ialah
melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan
menyajikan data secara sistematik sehingga dapat mudah untuk dipahami.18
Metode ini memungkinkan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan
mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikan, menganalisis dan
menginterpretasikannya.19 Kerja dari metode deskriptik-analitik ini yaitu dengan
cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut
kemudian diperoleh kesimpulan.20
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualititatif,21 karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan metode pengumpulan data library research.22 Jadi peneliti
memperoleh data dengan cara penelusuran terhadap sumber-sumber kepustakaan
yang relevan. Tentunya yang menjadi bahan kajian ialah sumber-sumber tertulis
yang dipublikasikan.23 Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data tentang talak
18 Saiful Anwar, Metode Penilitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 1.
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
1992), h. 210.
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, h. 210.
21Hadawi dan Mimi Martin, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajamada University Press,
1996), h. 174.
22 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), h. 9.
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan, h. 10.
13
dalam konsep kesetaraan gender menurut Muhammad Said al-Asymawi dan data
lainnya yang dibutuhkan dalam peneliti.
3. Sumber Data
Karena penelitian ini merupakan studi terhadap karya dari seorang tokoh,
maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka.
Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer
Data primer atau data tangan pertama adalah semua bahan-bahan informasi
dari tangan pertama atau sumber yang diperoleh data asli atau data pokok.24 data
primernya yaitu Nalar Kritis Syariah yang ditulis Muhammad Said al-Asymawi
yang diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi dari Ushul As- Syariah, diterbitkan oleh
LKiS Group di Yogyakarta 2012.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung
dengan sumbernya yang asli. Sumber data sekunder bertujuan untuk melengkapi
data-data primer.25 Adapun data sekundernya antara lain yang pertama, Nur
Lailatul Musyafa’ah dengan judul “Pemikiran Hukum Islam Muhammad Said al-
Asymawi”, jurnal Halaqa, Vol. VI, no. 1, April 2007. Kedua, karya dari
Mutawalli, mengenai “Perspektif Muhammad Said Al- Asymawi tentang
historitas syari’ah”. Jurnal Studi KeIslaman Ulumuna, Vol. VIII No. 1, Juni 2009.
24 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004), h. 89.
25 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.
42.
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Ketiga, Ketiga, artikel yang ditulis oleh Bustami Saladin, dengan judulnya yaitu
“Potret ideologi pemikiran Muhammad Said al- Asymawi tentang ayat ahkam
dengan metode kontekstual”. Keempat, Karya dari Moh. Shofiyul Huda MF,
dengan judul jurnal yaitu “Prinsip-prinsip umum syari’ah dalam perspektif
Muhammad Saìd al-Asymâwì dan implementasinya dalam instinbâth hukum”,
jurnal Istinbath, Vol. 16, no. 2, Juni 2006.
4. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan
kebenaran yang terjadi atau terdapat pada subyek peneliti atau sumber data.
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data-data yang
dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber dari beberapa literatur yang erat
kaitannya dengan tema yang dibahas.26
Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan karena jenis
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber-sumber data baik yang
primer maupun sekunder dikumpulkan sebagai dokumen. Dokumen-dokumen
tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang diperlukan untuk
menjawab masalah-masalah pada penelitian ini.
5. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data, peneliti berusaha mencari makna dalam arti
berupaya mengungkapkan dibalik makna yang tersirat maupun yang tersurat serta
26 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 236.
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mengaitkan dengan hal-hal yang sifatnya logis teoretik.27 Adapun langkah-
langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:
a. Metode Deskriptif
Penelitian deskriptif ialah melakukan analisis hanya sampai pada taraf
deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematik sehinga dapat
lebih mudah dipahami.28 Seluruh hasil penelitian harus dibahasakan. Ada kesatuan
mutlak antara bahasa dan pikiran. Pemahaman baru dikatakan bagus kalau
dibahasakan.29 Kerja dari metode Deskriptif-Analitik ini yaitu dengan cara
menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian
diperoleh kesimpulan.30
b. Content Analysis
Untuk mempertajam analisis, metode content analysis (analisis isi) juga
penulis gunakan. Content analysis (analisis isi) digunakan melalui proses
mengkaji data yang diteliti. Dari analisis isi ini diharapkan akan mempunyai
sumbangan teoritik.31 Analisis isi merupakan alat untuk menganalisis teks yang
sifatnya terus terang dan mengandung makna yang tersurat.32
27 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h.
98.
28 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 6.
29 Anton Bakker, Achmad Charris Zubar, Metodologi Penenlitian Filsafat (Yogyakarta:
PT Kanisius, 1990), h. 54.
30 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 210.
31 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h.
51.
32 Samiaji Saroso, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar (Jakarta: PT. Indeks, 2012), h. 70.
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c. Metode Interpretasi
Metode interpretasi adalah metode yang digunakan untuk membuat
tafsiran, tetapi bukan tafsiran yang bersifat subjektif, melainkan harus bertumpuh
pada evidensi objektif. Metode ini merupakan metode untuk mencapai
pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusiawi yang dipelajari.33
Unsur interpretasi ini merupakan landasan bagi metode hermeneutika.
Dalam interpretasi itu termuat hubungan-hubungan yang beraneka ragam, yang
merupakan satuan unsur-unsur metodis. Unsur-unsur itu menunjukkan dan
menjamin bahwa interpretasi bukan semata-mata merupakan manasuka atau
tergantung dari selera individu yang mengadakan interpretasi, melainkan
bertumpu pada evidensi objektif.34
d. Komparasi
Metode Komparasi dapat diadakan antara tokoh, atau naskah, dapat
diadakan di antara sistem atau konsep. Perbandingan itu dapat dilakukan di antara
hanya dua hal, atau di antara lebih banyak. Dalam metode komparasi sifat-sifat
hakiki dalam penelitian dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Justru
perbandingan itu memaksa untuk tegas menentukan kesamaan dan perbedaan,
sehingga hakikat objek dipahami dengan semakin murni. Metode komparasi
terbagi atas dua yaitu komparasi dengan yang dekat atau dengan yang jauh, dan
komparasi dengan yang lemah atau dengan yang kuat.35
33 Sudarto, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 42.
34 Anton Bakker, Achmad Charris Zubar, Metodologi Penenlitian Filsafat, h. 43.
35 Anton Bakker, Achmad Charris Zubar, Metodologi Penenlitian Filsafat, h. 51.
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F. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan uraian diatas maka tujuan peneliti adalah :
1. Untuk mengetahui konsep talak perspektif ulama fiqh klasik.
2. Untuk mengetahui konsep talak dalam perspektif Muhammad Said al-
Asymawi.
3. Untuk mengetahui konsep kesetaraan gender dalam pemikiran
Muhammad Said al- Asymawi.
Berdasarkan penjelasan dan deskripsi diatas, diharapkan penelitian ini
berguna untuk :
1. Memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah pengetahuan
dalam bidang kesetaraan gender, lebih jauh lagi agar masyarakat lebih
melihat kesamaan hak dalam hubungan pernikahan sebagai spirit
keadilan dalam Islam.
2. Menjadikan bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan




BIOGRAFI MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI
A. Profil Muhammad Said al- Asymawi
Muhammad Sa’id al-Asymawi lahir di Mesir pada tahun 1931, dan wafat
pada tanggal 7 November 2013. Ia adalah seorang hakim Mahkamah Agung
Mesir dan mantan kepala Pengadilan Keamanan Negara. Ia adalah seorang ahli di
bidang hukum Islam dan perbandingan di Universitas Kairo, ia dipandang sebagai
salah satu pemikir Islam liberal yang paling berpengaruh saat ini. Ia lulus dari
Fakultas Hukum di Universitas Kairo pada 1954 dan menjadi asisten Jaksa Distrik
dan kemudian seorang Jaksa di Aleksandria. Ia diangkat menjadi hakim pada
1961 dan naik ke kepala pengadilan tinggi, pengadilan pidana tinggi dan
pengadilan tinggi keamanan negara. Ia banyak belajar tentang Ushuluddin, syariat
dan hukum komparatif. Dia juga terus mengejar pendidikan hukum formal di
Harvard Law School dan di tempat lain di Amerika Serikat pada 1978. Dia
pensiun pada bulan Juli 1993.36 Tidak diperoleh informasi tentangnya setelah
memasuki usia pensiun pada tahun 1993 tersebut. Kepala pengadilan tinggi untuk
keamanan nasional, sebuah pengadilan khusus yang berkaitan dengan kasus
destruktif dan perlawanan terhadap negara, berkampanye melawan otoritarianisme
dari pemerintah Mesir Muhammad Said al-Asymawi, yang pernah menyatakan
ekstrimis kepada umat Islam. Di dalam salah satu karyanya, ia mengutuk orang-
orang radikal tersebut dengan gaya yang berbeda, yaitu dengan mengkritik dasar
teologis yang mereka dakwahkan bagi terwujudnya sebuah negara Islam (Islamic
state).
36“Muhammad Said al- Asymawi”, Wikipedia the Free Encyclopedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sa’id_al-’Asymawi (diakses 6 Juli 2019)
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Serangannya terhadap apa yang ia sebut sebagai politik Islam (politik
Islam) telah menarik reaksi kuat ketika karya tersebut diterbitkan di Mesir pada
1987, yang membuat lingkaran konservatif, termasuk Syekh al-Azhar, dan
menciptakan sebuah kelompok liberal yang bahagia, Bahkan kelompok oposisi
jarang berhubungan dengan pejabat tinggi pemerintah.37
Mereka yang tinggal di wilayah Zamalek adalah daerah elit di mana
diplomat Arab Mesir, petualangan akademik dan karirnya telah menyerahkannya
untuk berpartisipasi dalam seminar dan konferensi internasional. Sebagai contoh,
ia adalah dosen di American University, Cairo, Harvard University, Presinton,
Temple, Marshall, dan beberapa universitas di Eropa.38
Gagasan dan karya-karya al-Asymawi telah mewarnai perdebatan
intelektualisme dunia Islam, termasuk di Indonesia. Sebagai pemikir liberal Islam,
gagasannya juga telah menyemangati gerakan pemikiran keislaman di dunia Islam
dan Indonesia. Pengaruh pemikiran al-Asymawi dalam menyulut munculnya
gerakan pemikiran keislaman liberal, misalnya dapat dilihat dari sejumlah
gagasannya yang dimuat di sejumlah artikel dan buku-buku serta media lainnya,
seperti Jaringan Islam Liberal (JIL). Meskipun demikian, patut dicatat, selain al-
Asymawi, pemikir-pemikir liberal dunia Arab lainnya juga ikut mewarnai gagasan
37 Charles Kurzman (ed), Muhammad  Sa’ìd al-‘Asymâwì, Syari’ah: Kodifikasi Hukum
Islam, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer
tentang Isu-isu Global (Jakarta: Paramadina, 2001), 39.
38Mutawalli, “Perspektif Muhammad Said al-Asymawitentang Historitas Syariah,”,
Jurnal Studi Keislaman“ULUMUNA”XIII, no.1 (2009), h. 27.
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keagamaan JIL, seperti Nashr Hamid Abû Zayd, Âbid al-Jâbirî, Mahmûd
Muhammad Thâhâ, dan ‘Abd alLâh Ahmad al-Na‘îm.39
Ide pembaruan Asymawi yang kontroversial memancing reaksi keras dari
beberapa kalangan. Tidak heran jika dalam hal keamanan, pengawalan Asymawi
sangat ketat sekali karena ia menyadari bahwa ide yang tertuang dalam   berbagai
karyanya   adalah   sangat   kontroversial, terutama   bagi kalangan Islamiyah yang
sangat kental dalam masyarakat Mesir. Asymawi menolak untuk tinggal atau
bekerja di luar negeri. Ia memilih untuk tinggal di Mesir sekalipun dia mendapat
ancaman dari kaum ekstremis Islam.40
Asymawi diuntungkan sebagian besar kondisi sosial-budaya Mesir yang
secara akademis dekat dengan waktu Mesir dikenal sebagai gudang ilmiah yang
sangat independen dalam ekspresi pendapat mereka. Di tengah kondisi asimaual
semacam ini tumbuh dan berkembang. Hal ini sangat dipengaruhi, meskipun tidak
secara langsung, oleh karakter yang kuat pembaruan telah berganti nama. Diantara
mereka adalah tokoh yang sangat dihormati di dunia pemikiran Islam seperti
untuk afghan Rasheed untuk Muhammad Abduh dan lain-lain.41
Secara langsung atau tidak, Asymawi bersentuhan dengan pemikiran yang
sangat jamak dan liberal. Termasuk ketika dalam pendidikan, tentu saja ia tidak
asing dengan pertempuran dalam wacana Mesir, sampai saat itu ia akhirnya
diangkat sebagai hakim kepala pemerintah, dan ia secara otomatis harus
39Mutawalli, “Perspektif Muhammad Said al-Asymawi tentang Historitas Syariah,”, …h.
30.
40Carolyn Fluehr, “Against Islamic Extremism : The Writings of Muhammad Said al-
Asymawi” (Gainesville:UniversityPress of Florida, 1998), h.93.
41WilliamE.Shepard,“Muhammad Said al-Asymawiand the Application of the Sharia in
Egypt”, International Journal of Middle East Studies 28,no.1,(1996), h.38
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menjawab masalah tidak hanya berkaitan dengan kondisi, tetapi juga dalam
kaitannya dengan modern hukum yang tidak hanya dapat menggunakan
pendekatan hukum Islam (Fiqh) semata-mata tanpa menggunakan alat dan
disiplin lain dalam bentuk sosial, politik, budaya dan ekonomi.42
Dia juga mengembangkan pengalamannya dalam teologi Islám (Ushul al-
din) dan syari'ah dan di bidang hukum komparatif. Tidak puas dengannya, ia
melanjutkan studinya di sekolah hukum Harvard dan di berbagai lokasi di
Amerika Serikat pada 1978. Dia telah mengembangkan karier sebagai profesor di
Universitas Amerika di Kairo, bersama dengan Universitas dan lembaga di Eropa
dan Amerika Serikat. Selama waktu ini, ia dikenal sebagai yang luar biasa
melawan tren pulau, dan telah menulis sejumlah besar artikel dan buku.  Dengan
demikian, pada 1979 ia memiliki ancaman pembunuhan rakyat Islámis. Alasannya
adalah, karena ia menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan konteks historis, yang
dipahami oleh Islámis karena menghancurkan validitas agama. Pada bulan Januari
1980, penguasa Mesir memintanya untuk mendapatkan kontrol polisi. Sejak
pengunduran diri hakim di 1993, upaya ini terus berlanjut, meskipun, sekali lagi,
telah terjadi ancaman kematian dari kalangan ekstremis untuk menjadi begitu
selama 24 jam. Muhammad Sa’ìd al-Asymâwì adalah figur pemikir yang hanya
mengenyam pendidikan tinggi umum-sekuler sehingga ketika ia melekatkan pada
dirinya gelar “Profesor bidang Teologi dan syari’ah Islam” (al-Ustadz al-
Muhadlir fì Ushul al-Dìn wa al-Syarì’ah al-Islamiyah) Langsung di terutama
berbagai pihak di Muhammad Imara. Mereka mengatakan bahwa tak satu pun dari
Universitas Islam akan menerimanya, dan jika ada yang ingin menerimanya, itu
42William E.Shepard,“Muhammad Said al-Asymawia and the Application of the Sharia in
Egypt”,… h.39
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adalah Universitas Kristen atau sekuler seperti Universitas Amerika di Kairo,
University of California, perguruan tinggi. Harvard, dll.43
Ia juga dipolarisasi oleh al-Azhar karena mengkritik keabsahan yang
diberikan kepada lembaga ini untuk menyangkal musik, film dan video. Kritik ini
memicu kemarahan akademisi al-Azhar, sehingga ia secara singkat melarang
buku-bukunya untuk sirkulasi sementara di pameran buku Kairo pada 1992.
Larangan itu ditarik hanya setelah campur tangan Presiden Mesir Husni Mubarak.
Menghadapi situasi saat ini, dia berkata, "saya yakin, saya memiliki misi. Saya
tidak khawatir tentang ekstremis Islamik. Saya yakin bahwa pembunuhan
terhadap saya menjadi bagian dari misi saya".44
Argumen dasar al-Asymawi adalah bahwa Islamisme, terutama dalam
bentuk yang lebih parah, bertentangan dengan Islam. Nama yang digunakan untuk
menggunakan Islâmisme adalah "politik Islam ", Label telah meratifikasi
panggilan Islâmisis dengan berargumentasi bahwa mereka hanya akan
menunjukkan satu bentuk Islâm dan bukan suatu Islâm. dalam sebagian besar
pandangan mereka, diskusi antara bebas dan Kufr. dalam pandangan al-Asymawi,
perdebatan terjadi antara "Islam politik" dan "tercerahkan" (tercerahkan).45
43 Muhammad ‘Imârah, Suqûth al-Ghulûw al-‘Ilmânì (Kairo: Dar al-Syaruq, 1995), h. 9-
10.
44 A. Dankowitz, “Arab Intellectuals: Under Threat by Islâmists”,… h. 2.
45 William E. Shepard, “Muhammad Sa’id al-‘Ashmawi and the Application of the Sharia
in Egypt”, … h. 43.
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B. Riwayat Pendidikan dan Karya Muhammad Said Al-Asymawi
Muhammad Said al-Asymawi belajar di sekolah hukum Universitas
Farook II di Kairo pada 1954 dan dikatakan telah menciptakan banyak pemikir
Islam berpikiran liberal yang handal di salah satu kampus utama Mesir.
Pada 1978, ia menerima pendidikan hukum formal di Harvard Law
School. Setelah secara akademis tercatat sebagai ahli hukum, Asymawi terjun ke
dalam ranah praktek masalah hukum sebagai akibat dari kemampuannya untuk
memahami materi hukum. "Sampai Asymawi tercatat sebagai asisten pengacara
dan kemudian sebagai pengacara distrik di Aleksandria, ia tidak sembarangan
dalam usahanya untuk mendapatkan hasil yang baik. Ia dilantik menjadi hakim
pada 1961 dan pada 1971 bertugas sebagai Jaksa. Pada 1981, ia diangkat menjadi
Ketua Mahkamah pidana, Ketua pengadilan tinggi banding, dan Ketua Mahkamah
tinggi keamanan nasional.
Kemudian, tidak mengherankan bahwa Asymawi lebih dikenal sebagai
pemikir yang tidak hanya memahami logika hukum Islam, tetapi juga memahami
logika hukum komparatif di berbagai belahan dunia, terutama di kalangan
Universitas civitas di Kairo. Asymawi memiliki banyak karya dalam karier
intelektualnya, terutama dalam kaitannya dengan tema fikih, Shariaa dan usul fik.
Tapi tidak banyak buku atau artikel yang menjelaskan secara rinci panjang
biografi Sepakbola sendiri dari pengemis intelektualnya.
Tapi pasti bahwa Muhammad Said al-Asymawi adalah seorang ahli hukum
dan penantang besar terhadap syariat Islam, hukum konflik, dan ideologi Islam di
Mesir. Ia juga mengajar di beberapa universitas di Mesir dan Barat.
24
Dari dua latar belakang di atas-akademik dan pasca-maka hukum dan
hukum adalah bidang penelitian. Sebagai bentuk ketulusan dalam dunia hukum,
Asymawi melakukan penelitian terkait masalah hukum formal di Harvard Law
School pada 1978, untuk meningkatkan pengetahuannya tentang masuk dan
keluar, pada tahun yang sama di Amerika Serikat. Dari kegiatan ini, beasiswa
duduk Iasi tidak hanya dikaitkan dengan referensi yang berasal dari dunia Islam
sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga terkait dengan referensi dari Barat, yang
dikatakan lebih rumit.
Tekanan tradisi hukum melalui pendekatan yang rasional dan manusiawi.
William E. Shepherd, salah satu dosen senior dalam studi keagamaan, kata
Asymawi adalah salah seorang ahli hukum yang terlibat dalam berbagai wacana,
terutama yang disediakan oleh Islam, atau dalam percakapan tentang moralitas.
Keterlibatan ini, pada kenyataannya, adalah tegas E. Shepard sebagai kelanjutan
dari warisan intelektual yang dapat digunakan Muhammad Abdu dalam semangat
rasionalitas dalam memahami agama. Kiprah intelektualnya telah dibuktikan
olehnya dalam berbagai diskusi dan seminar di dalam dan di luar negeri.
Dia telah mengajar di beberapa universitas di Eropa. Ia juga merupakan
penulis tetap untuk majalah mingguan Rose al-Yusuf. Dia telah menulis lebih dari
20 buku dalam bahasa Arab, Inggris dan Perancis pada topik seperti Syariah
Islam, agama dan hubungan negara, dan topik penting lainnya. Beberapa
karyanya, antara lain dalam bahasa Arab; Ushûl Syarì’ah, Risâlat al-Wujûd,
Târìkh al-Wujûdìyah fì alFikr al-Basyarì, Dlamìr al-‘Ashr, Hasad al-‘Aql, Jauhar
al-Islâm, Rûh al-‘Adâlah, al-Islâm alSiyâsì, al-Ribâ wa al-Fâ’idah fì al-Islâm,
asy-Syarì’ah al-Islâmìyah wa al-Qânûn al-Mishrì, Ma’âlim al-Islâm, al-Khilâfah
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al-Islâmìyah, Haqìqat al-Hijâb wa Hujjìyât al-Sunnah, Rûh al-Dìn, Jawâmi’ al-
Fikr, Hayât al-Insân, dan al-‘Aql fì al-Islâm. Tiga diantara karya tersebut telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu Ushûl Syarì’ah (Roots of Islamic
Law), Rûh al-Dìn (Religion for the Future), dan Al-Islâm al-Siyâsì (Islam and the
Political Order). Khusus buku yang terakhir, Al-Islâm al-Siyâsì (Islam and the
Political Order), telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, L’Islamisme
Contre L’Islam. Karya lain yang telah ditulis dalam bahasa Inggris, antara lain:
Development of Religion, Islam and Religion, Militant Doctrine in Islam.
Tulisannya juga pernah dipublikasikan dalam bahasa Prancis bersama dengan
cendekiawan lainnya, yaitu Contre L’Integrisme Islamisme dan Riflession
Guiridica sul Problema della “Condificazione” della Shari’a.46
46 Muhammad Sa’id al- Asyimawi, Usul Asy- Syariah,… h. 242
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BAB III
KONSEP TALAK DALAM ISLAM
A. Prinsip Talak dalam Hukum Islam
1. Pengertian Talak dan Sejarahnya
Secara bahasa talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah
talak berati pemutusan tali perkawinan,47 baik seketika atau dimasa mendatang
oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang lain yang
menggantikan kedudukan hak tersebut.48 Adapun defenisi talak jika ditinjau
secara terminologi kelihatannyan Ulama mengemukakan rumusan yang berbeda
namun esensinya sama. al-Mahalli dalam kitabnya Syarh minhaj al-Thalibin
merumuskan bahwa “melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan
lafaz talak dan sejenisnya”. Sedangkan menurut al-Jaziry mendefenisikan talak
sebagai perbuatan yang menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi
pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Jadi, talak ialah
menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan
itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak Ba’in
sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak
talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi
hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi menjadi satu, dan dari satu
menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.49
47Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita edisi Lengkap (Jakarta Timur:
Pustaka al-Kautsar, 2012), h. 454
48Kh. Syafi’I Abdullah, Seputar Fiqih Wanita Lengkap (Surabaya: Arkola, th), h. 193
49Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakat (Jakarta: Kencana, 2015), h. 192
2. Rukun talak
a. Pencerai
Kita mulai pembicaraan rukun pertama, yaitu pencerai (suami yang
menceraikan). Perceraian merupakan tindakan kehendak yang berpengaruh dalam
hukum syara’. Oleh karena itu, pencerai dapat diterima apabila memenuhi
beberapa persyaratan, yaitu sebagaimana berikut.
1) Mukallaf
Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan
talaknya diterima apabila ia berakal, baligh (minimal sampai usia belasan tahun),
dan berdasarkan pilihan sendiri, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh
Ashhab as-Sunan dari Ali ra. dari Nabi Muhammad saw. bersabda :
اٍد عَ  ادُ ْبُن َسلََمةَ َعْن َحمَّ ْن إِْبَراِھیَم َعْن اْألَْسَوِد َحدَّثَنَا ُعثَْماُن ْبُن أَبِي َشْیبَةَ َحدَّثَنَا یَِزیدُ ْبُن َھاُروَن أَْخبََرَنا َحمَّ
ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم قَالَ  َّ ِ َصلَّى ا َّ ُ َعْنَھا أَنَّ َرُسوَل ا َّ ُرفَِع اْلَقلَُم َعْن ثََالثٍَة َعْن النَّائِِم َحتَّى َعْن َعائَِشةَ َرِضَي ا
بِّيِ َحتَّى یَْكبُرَ  50یَْستَْیِقَظ َوَعْن اْلُمْبتَلَى َحتَّى یَْبَرأَ َوَعْن الصَّ
Artinya :
Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata,
telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah
mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim
dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari
tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia
waras, dan anak kecil hingga ia balig."
Ada selain mukallaf yang dikecualikan, yaitu seorang pemabuk dengan
sengaja, seperti seorang peminum khamar padahal ia mengerti bahwa yang
diminum itu khamar dan mengetahui bahwa khamar itu memabukkan, maka
talaknya terjadi sekalipun ia buka mukallaf sebagaimana disebutkan dalam
berbagai kitab ushul. Hukum ini dimaksudkan untuk memberatkan hukuman,
karena kesalahannya dengan sengaja menghilangkan akal maka ia dijadikan
50 Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibn Mᾱjah,Juz IV (Beirut Dar al-Fikr, t.th), h.243
seperti berakal. Hukum yang digunakan adalah hokum wadh’I, yakni penetapan
hukum yang berkaitan dengan sebab.
2) Qashdu (Sengaja)/ Pilihan sendiri
Bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang
mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud orang lain. Oleh karena itu,
salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dipandang tidak jatuh talak,
seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia
mengatakan kepada istrinya itu kata- kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi
keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang
jatuh.51
Kemudian tidak sah talaknya orang yang dipaksa tanpa didasarkan
kebenaran, dengan alas an karena sabda nabi Muhammad saw. :
ُ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ َعْنُھَمـااْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعنِ  َّ تِْي تَـَجاَوزَ قَاَل : إِنَّ هللاَ أَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى ا ِلـْي َعْن أُمَّ
َوَغْیُرُھَمـاَحَسٌن َرَواهُ اْبُن َماَجْھ َواْلبَْیَھِقيُّ .اْلـَخَطأَ َوالنِّْسَیاَن َوَما اْستُْكِرُھْوا َعلَْیھِ 
Artinya:
Dari Ibnu Abbas radiallahuanhuma: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta’ala memaafkan umatku karena
aku (disebabkan beberapa hal) : Kesalahan, lupa dan segala sesuatu yang
dipaksa“(HR. Ibnu Majah).52
Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi
keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini
dibenarkan. 53
51Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakat, h. 205
52 Ibnu Majah, Al-Thalaq, hadits nomor 2045, juz I, h.659
53Abd. Aziz Muhammad Azzam dan Abd. Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat
(Jakarta : AMZAH: 2011) h. 261- 264
3) Sighat Talak
Sighat talak ialah kata- kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya
yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik
berupa ucapan/ lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan
suruhan orang lain54
B. Dasar Hukum Talak
1. Ulama Fiqh Klasik
Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan
diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Hadist. Jika untuk
menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami maupun
isteri.55 Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti
dalam QS Al-Baqarah/2: 231 disebutkan bahwa:
ُحوُھنَّ بَِمْعُروٍف ۚ َوَال تُمْ  ِسُكوھُنَّ ِضَراًرا َوإِذَا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فَبََلْغَن أََجلَُھنَّ فَأَْمِسُكوُھنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسّرِ
ِ ُھُزًواۚ  َوا َّ ِلَك فَقَْد َظلََم َنْفَسھُ ۚ َوَال تَتَِّخذُوا آیَاِت ا ِ َعلَْیُكْم َوَما أَْنَزَل َعلَْیُكْم ِلتَْعتَدُوا ۚ َوَمْن َیْفعَْل ذَٰ َّ ْذُكُروا نِْعَمَت ا
َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِلیمٌ  َّ َ َواْعلَُموا أَنَّ ا َّ ِمَن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة یَِعُظُكْم بِِھ ۚ َواتَّقُوا ا
Terjemahnya :
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah
mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka
untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat
zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah
permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah).
Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu.
54Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakat, h. 204
55Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Bekasi: AKADEMIKA PRESSINDO, 2015),
h. 56.
dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.56
Allah juga berfirman dalam QS Al- Baqarah/2: 229 :
تَاِنۖ  فَِإْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریٌح بِ  ا آتَْیتُُموُھنَّ َشْیئًا إِالَّ أَْن الطََّالُق َمرَّ ِإْحَساٍن ۗ َوَال یَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخذُوا ِممَّ
ِ فََال ُجنَاَح َعلَْیِھَما فِیَما ا َّ ِ ۖ َفِإْن ِخْفتُْم أَالَّ یُِقیَما ُحدُودَ ا َّ ِ یََخاَفا أَالَّ یُِقیَما ُحدُودَ ا َّ ْفتَدَْت بِِھ ۗ تِْلَك ُحدُودُ ا
اِلُموَن  ئَِك ُھُم الظَّ ِ فَأُوَلٰ َّ فََال تَْعتَدُوَھا ۚ َوَمْن یَتَعَدَّ ُحدُودَ ا
Terjemahnya :
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak
halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya
(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada
dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka
Itulah orang-orang yang zalim.57
Dalam QS At- Thalaq/65 :1 Allah berfirman :
 َ َّ َربَُّكْم ۖ َال تُْخِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إِذَا َطلَّْقتُُم النَِّساَء َفَطلِّقُوُھنَّ ِلِعدَّتِِھنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ ۖ َواتَّقُوا ا
ِ فََقْد َظلََم نَْفَسھُ ۚ َال تَْدِري لَعَلَّ َوَال یَْخُرْجَن إِالَّ أَْن یَأْتِیَن ِبفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة ۚ َّ ِ ۚ َوَمْن یَتَعَدَّ ُحدُودَ ا َّ َوتِْلَك ُحدُودُ ا
ِلَك أَْمًرا َ یُْحِدُث بَْعدَ ذَٰ َّ ا
Terjemahnya :
Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah
kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka
Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak
mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang
baru.58
Talak itu bias wajib, haram, mubah, dan bisa juga sunnah. Talak wajib
adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara
suami dan istri: jika masing- masing melihat bahwa talak adalah satu- satunya
jalan untuk mengakhiri perselisihan. “Demikian menurut para ulama penganut
56 Kementrian Agama RI, al- Qur’an Terjemahnya, (Jakarta: CV. Verlia Citra Utama,
2016), h. 34-35
57 Kementrian Agama RI, al- Qur’an Terjemahnya, h. 34
58 Kementrian Agama RI, al- Qur’an Terjemahnya, h. 503
mazhab hambali.demikian pula talak yang dilakukan oleh suami yang mengila’
istrinya setelah diberi tangguh.
Allah swt. Berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 226-227:
َ َغفُوٌر َرِحیٌم ( َّ َوإِْن َعَزُموا الطََّالَق )٢٢٦ِللَِّذیَن یُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِھْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُھٍر ۖ فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ ا
َ َسِمیٌع َعِلیٌم ( َّ )٢٢٧فَِإنَّ ا
Terjemahnya:
“Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat
bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika
mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”59
Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya
tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena, hal itu akan membawa madharat bagi diri
sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.
Talak yang mubah adalah talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut
kearah itu, baik karena buruknya perangai si istri, pergaulan yang kurang baik
atau hal- hal buruk lainnya. Sedangkan talak yang disunnahkan adalah talak yang
dilakukan terhadap seorang istri yang melakukan perbuatan zalim kepada hak-
hak allah yang haram diembannya, seperti shalat dan kewajiban- kewajiban
lainnya, di mana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk
menyadarkannya, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan.
Talak yang disunnahkan ketika suami istri berada dalam perselisihan yang
cukup tegang, atau pada suatu keadaan dimana dengan talak itu salah satu dari
keduanya akan terselamatkan dari bahaya yang mengancam.60
59 Kementrian Agama RI, al- Qur’an Terjemahnya, h. 33
60 Syaikh Kamil Muhammad  ‘uwaidah, Fiqh wanita edisi lengkap (Jakarta:Pustaka Al-
Kautsar: 2012) h. 455- 456
2. Pembaharuan Hukum Islam
Pernikahan merupakan "mitsaqan galizan" hubungan yang sangat kuat
antara suami dan istri. Oleh karena itu, di beberapa negara Muslim, hukum
keluarga cenderung membatasi keinginan suami untuk mengakhiri pernikahan.
Jika suami selama pembentukan hukum Islam seperti yang dibahas dalam
yurisprudensi (Fiqh klasik) memiliki hak untuk mentalak istrinya dan ketika
suami mengatakan bahwa talak telah jatuh, perkawinan dilanggar, maka hukum
keluarga islam saat ini cenderung membatasi hak perceraian suami. Beberapa
upaya membatasi ini meliputi:
Pertama, intervensi pengadilan. Di beberapa negara Muslim seperti Turki,
Tunisia, Aljazair, Irak dan Iran, seorang suami yang ingin mentalak istrinya, harus
mendaftarkan kasusnya ke pengadilan, begitupun di beberapa negara seperti di
Singapura, Malaysia dan Indonesia. Di Turki, talak hanya sah jika dilakukan
melalui pengadilan yang diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan talak
termasuk seperti perzinaan, tindakan tercela yang dilakukan oleh suami,
meninggalkan keluarga, dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di Tunisia
dan Aljazair, pengadilan dapat memutuskan perceraian antara pasangan
berdasarkan persetujuan antara para pihak baik suami maupun istri. Di Iran,
menurut Undang-Undang Keluarga 1967, kesaksian di pengadilan harus
menyatakan bahwa pasangan tidak dapat direkonsiliasi dan tidak dapat
didamaikan, sebelum suami mengakui perceraian. Demikian pula di Irak, dalam
KUH Perdata tahun 1959, jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, ia harus
mendapatkan persetujuan pengadilan. Sebelum pelaksanaan perceraian, upaya
perdamaian di banyak negara Muslim diatur oleh pasangan. Pengadilan tidak akan
memutuskan pernikahan mereka jika ada kemungkinan rekonsiliasi dan
perdamaian dapat dicapai.
Kedua, intervensi administratif. Di Indonesia dan Pakistan, undang-
undang mengatur intervensi administratif dalam perceraian. Di Indonesia, seorang
suami yang ingin mentalak istrinya harus mendaftar ke Biro Konsultasi di bawah
Departemen Agama. Mereka pertama-tama akan disarankan untuk berdamai
sebelum perceraian terdaftar di pengadilan. Seperti di Pakistan, di bawah Hukum
Keluarga Muslim tahun 1961, seorang suami yang mentalak istrinya akan
menerima memorandum dari kantor disabilitas sipil setempat yang akan menunjuk
lembaga arbitrase untuk mereka. Perceraian tidak dapat berlaku sembilan puluh
hari setelah tanggal pencatatan, sementara lembaga arbitrase akan mencari
perdamaian dan rekonsiliasi untuk mereka.
Ketiga, pembatasan tidak langsung. Di beberapa negara Muslim, mereka
tidak menerapkan intervensi administratif dan peradilan, dan masih cenderung
mematuhi hukum Islam tradisional. Mereka masih mengakui hak suami untuk
menceraikan istri. Negara-negara ini termasuk Lebanon, Mesir, Sudan, Yordania,
Suriah, Maroko, dan Irak. Di negara-negara ini, bentuk surat perceraian dari suami
harus benar-benar dimaksudkan untuk mengekspresikan kehendak suami kepada
mentalitas istrinya, bukan untuk menjadi bahasa metaforis, bukan karena ancaman
atau provokasi.
Keempat, talak tiga sebagai bentuk perceraian. Jika dalam wacana fiqh
klasik talak tiga yang diucapkan tiga kali, telah dianggap sebagai jatuhnya talak
tiga, dalam pembaharuan hukum keluarga islam ini, talak yang diucapkan tiga kali
belum dapat dianggap sebagai talak tiga. Bahkan di beberapa negara Muslim,
terlepas dari  berapa kali pun talak diucapkan, belum dapat dianggap jatuh talak,
sebelum dilaksanakan prosesnya di pengadilan. Karena itu, talak harus diucapkan
di muka pengadilan, untuk perceraian. Seperti di Indonesia, perceraian harus
ditangani di pengadilan agama.
Dalam fiqh klasik, dikatakan bahwa hak perceraian adalah milik suami,
tetapi istri dapat meminta talak dari suaminya, dalam apa yang disebut dengan
fasakh. Di negara-negara Muslim saat ini, talak yang diajukan oleh istri diatur
dalam hukum keluarga. Istri dapat mengajukan talak di pengadilan dengan
sejumlah alasan: kegagalan suami untuk mencari nafkah, di mana suami
menghadapi hambatan fisik, mental dan penyakit yang sulit diobati, meninggalkan
keluarga, menyakiti istri, melakukan kekerasan terhadap istri, dipenjara,
menghilang dan sebagainya. Inisiatif talak dari istri diajukan ke pengadilan. Di
Iran, seorang istri yang suaminya memiliki pernikahan kedua atau poligami tanpa
persetujuan istrinya, istrinya dapat mengajukan cerai di pengadilan, juga di India
dan Pakistan. 61
Secara tidak langsung, Islam memperbolehkan perceraian tetapi di satu sisi
juga sangat mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan
suami istri. Persoalan ini seperti dijelaskan dalam aturan islam mengenai proses
perceraian. Ketika sepasang suami istri akan melakukan perceraian atau dalam
keadaan berselisih, islam mengajarkan agar dikirim mediator atau juru damai
sederhananya yang sesuai kondisi hari ini ialah seorang hakim yang bertugas
untuk mendamaikan keduanya. Dengan upaya terserbut, islam lebih cenderung
mengupayakan untuk melakukan rekonsiliasi hubungan suami-istri dari pada
memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan
suatu perselisihan antara suami-istri telah dijelaskan secara terang oleh Allah
dalam firman-Nya QS An-Nisa/ 4: 35 berikut ini:
61 Sri Wahyuni, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara- Negara Muslim”, Jurnal
Studi Keislaman “al- Ahwal” vol. VI, no.2 (2013), h. 217
حا یُوَ  ۡن أَۡھِلَھآ إِن یُِریدَآ إِۡصلَٰ ۡن أَۡھِلھِۦ َوَحَكما ّمِ ُ بَۡینَُھَمآۗ إِنَّ َوإِۡن ِخۡفتُۡم ِشقَاَق بَۡینِِھَما فَٱۡبعَثُواْ َحَكما ّمِ َّ فِِّق ٱ
َ َكاَن َعِلیًما َخبِیرا َّ ٱ
Terjemahnya:
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang
juru damai dari keluarga perempuan. jika kedua orang juru damai itu
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada
suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.”62
Dalam hal ini, juga terbukti bahwa Islam sangat ingin membuat kehidupan
rumah yang damai dan menghindari retak, dan diharapkan untuk mencapai
suasana hubungan yang baik dan saling cinta. Seorang pasangan suami-istri yang
meminta cerai hanya karena dia menginginkan kehidupan yang dia pikir lebih
baik, adalah salah dan dilarang untuk mencium langit di akhirat. Karena
pernikahan pada dasarnya adalah salah satu karunia ilahi yang patut disyukuri.
Dan bercerai bukan berarti terima kasih atas hadiahnya (lebih suka
perselingkuhan). Perselingkuhan tentu saja dilarang oleh agama dan tidak halal
kecuali dengan paksaan.63
C. Macam-Macam Talak
Talak dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqh klasik bentuk talak
ini akan menentukan proses dan prosedur perceraiannya. Adapun bentuk talak jika
ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga
macam, sebagai berikut :
1. Talak Sunni
Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.
Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:64
62 Kementrian Agama RI, al- Qur’an Terjemahnya, h. 76-77
63Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h.
268.
64 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, ... h. 193.
a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap
istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan
suci dari haid. Menurut ulama’ Syafi’iyah, perhitungan iddah bagi wanita
berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
c) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu
dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan
suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu
dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan
suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
2. Talak Bid’ i
Talak bid’i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan
dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.65 Mengenai
talak bid’i ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama’ telah
sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama’
berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid’i ini jelas bertentangan
dengan syari’at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:66
a) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan
haid atau nifas.
b) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci
tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.
65Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 194.
66Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi lengkap (Cet. 1: Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 439.
c) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga
kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan
mengatakan ‚ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.
Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata- kata yang dipergunakan sebagai
ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :
1. Talak sharih
Talak sharih yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya
niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas).
Seperti dengan mengucapkan :”aku cerai” atau “kamu telah aku cerai”.67 Imam
Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada
tiga yaitu talak, firaq dan saraḥ, ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur’an dan
hadits68. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih
maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu
dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.
2. Talak Kinayah
Talak kinayah yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau
selainnya. Misalnya perkataan suami “Engkau sekarang telah jauh dari diriku,
Selesaikan sendiri segala urusanmu, Janganlah engkau mendekatiku lagi, atau
kamu pulang saja kerumah orang tuamu” (menurut sebagian ulama’). Apabila
lafadh-lafadh ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah
talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh
talak.69 Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk
kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :
67Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi lengkap,... h. 440.
68Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat,… h.195.
69Abu Malik kamal, Fikih sunnah Wanita, h. 629.
1. Talak Raj’i
Talak raj’i yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang
telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan
istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa
iddah.70
2. Talak Ba ’in
Talak ba ’in yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami
berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama’ fikih membagi
talak ba ’in menjadi talak ba ’in kubra dan talak ba ’in sughra. Talak ba ’in
sughra adalah talak raj’i yang telah habis masa iddahnya dan talak yang
dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan
tebusan (khuluk). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja
kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.
Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak
ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :
1. Talak Dengan Ucapan
Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan
ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya
itu.71
2. Talak Dengan Tulisan
Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara
tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan
70 ”Talak” Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1784
71 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 199.
memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat
dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak ṣari ḥ dan talak kinayah, maka talak
dengan tulisanpun demikian pula. Talak ṣaari ḥ jatuh dengan semata-mata
pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.72
3. Talak dengan isyarat
Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh
suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat
dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan
menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan
ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu
jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat
itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam
hatinya.73
4. Talak dengan utusan
Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada
istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan
maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa
suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami
untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.74
72 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 199.
73 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 200.
74 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 200- 201.
5. Talak Munjizah dan Mu’allaq
Talak Munjizah adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya
penagguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya‚ kamu telah
dicerai‛ maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya.
Sedangkan talak mu’allaq yaitu talak yang digantungkan oleh suami
dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang.
Seperti suami mengatakan kepada istrinya ‚jika kamu berangkat kerja berarti
kamu telah ditalak‛ maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya
untuk kerja.75
D. Maqasid & Hikmah Talak
Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun
sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh
dilakukan. Hikmah di perbolehkannya talak itu karena adanya dinamika
kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang
bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan
begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada
dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk
talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan
maslahat.76 Dalam masalah ini mengandung dua hal yang merupakan sebab
terjadinya talak :
1. Kemandulan, kalau seorang laki- laki mandul, maka ia tidak akan mempunyai
anak padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. Dengan anak, keturunan
75Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi lengkap,…h.441.
76Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat
dan Undang undang Perkawinan”,… h. 201.
dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul, maka
keberadaannya bersama suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan. Maka
talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul. Sebab diantara tujuan
yang mendorong untuk kawin adalah terwujudnya keturunan.
2. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang
mengingkari cinta di antara suami istri. Kalau cinta kasih sudah hilang akan
berubahlah pilar- pilar perkawinan. Mereka jatuh ke lembah kehidupan yang
susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan
kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan
serta sumber segala kesenangan dan kebahagiaan serta sumber segala
kesenangan. Lain halnya kalau ada tabiat yang berbeda dan hati tidak bersatu,
maka talak akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.77
77 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 217-219
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BAB IV
PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI TENTANG TALAK
DALAM KONSEP KESETARAAN GENDER
A. Pembaharuan Pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi terhadap Hukum
Islam
Dalam agama, hukum islam merupakan ruh. Ia memainkan peran penting
dalam setiap aktivitas keberagamaan. Di dalam statemen yang agak ekstrim
dinyatakan bahwa beragama tanpa memegang dan menjalankan syari’ah adalah
palsu belaka. Namun yang lebih berbahaya adalah kesalahan seorang pemeluk
agama dalam memahami hakikat syari’ah sehingga dapat menjerumuskan
manusia ke jurang kesesatan dan kegelapan. Dalam Islam, tidak jarang kita
menemukan orang yang salah paham dalam memamahami syari’ah. Bisa jadi apa
yang selama ini kita anggap syari’ah bukanlah syari’ah itu sendiri. Sebaliknya,
apa yang selama ini kita anggap bukan syari’ah, justru merupakan inti syari’ah.78
Dalam Islam, terdapat dua istilah yang biasanya diterjemahkan menjadi
“hukum Islam”, yaitu kata syari’ah dan fiqh. Kedua pengertian tersebut sering
dikacaukan pemakaiannya, kadang-kadang sebagai suatu hal yang berbeda dan
kadang-kadang sebagai sinonim. Bahkan kekacauan pengertian antara kata
syari’ah dan fiqh telah menimbulkan konflik hukum dalam masyarakat. Secara
praktis, kekaburan garis pembeda antara syari’ah dan fiqh membuka peluang
adanya klaim keilahian atau kesucian terhadap hasil ijtihâd manusia. Secara
historis, klaim tersebut mengakibatkan dua fenomena serius, yaitu tuduhan bid’ah
dan penolakan terhadap pembaharuan hukum Islam, saling menuduh bid’ah
78 Muhammad Sa’ìd al-Asymâwì, Ushul Asy- Syariah terj. Luthfi Thomafi, Nalar Kritis
Syariah, ( Yogyakarta: LKiS, 2012), h. v
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maupun murtad, yang bukan sekadar menuduh bersalah atau berdosa, dan
sering terjadi perdebatan tentang apa yang mereka yakini sebagai pondasi atau
esensi dari hukum Islam tersebut di antara ulama yang memiliki perbedaan
pendapat tersebut.79
Bagi yang membedakannya, syari’ah adalah hukum-hukum yang telah
jelas nashnya (qath’ì), sedangkan fiqh adalah hukum-hukum yang dapat dimasuki
pemikiran manusia (zhannì dan ijtihâdì). Oleh karena itu, untuk kepentingan
pengembangan hukum Islam diperlukan usaha untuk memperjelas istilah syari’ah
dan fiqh.80 Wahbah az-Zuhailì menjelaskan bahwa fiqh sendiri berarti
pemahaman, fiqh merupakan dimensi praktis syari’ah. Sedangkan syari’ah adalah
segala hukum yang disyari’atkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya
(manusia), baik berdasarkan al-Qur’an maupun as-Sunnah, apakah hukum
tersebut mengenai cara meyakini (Kaifiyat al- I’tiqâd) yang khusus dibahas oleh
ilmu kalam atau ilmu tauhid atau cara berbuat (Kaifiyat al-‘Amal) yang khusus
dibahas oleh ilmu fiqh.81 Lebih jauh, Jasser Auda memandang bahwa syari’ah
berfungsi sebagai pedoman hidup (way of life), syari’ah merepresentasikan bagian
ilahiah dari hukum Islam dan fiqh merepresentasikan bagian kognisi dari hukum
Islam.82
79 Moh Shofiyul Huda MF, “Prinsip-prinsip umumm syari’ah dalam persfektif
Muhammad Said Al-Asymawi dan implementasi dalam istinbath hukum”, Istinbath vol.16, no.2
(2012): h.445
80 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan,
dan Prospek (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40- 41
81 Wahbah al- Zuhaili, Al- Fiqh Al- Islami wa Adilatuhu (Damaskus: Dar al- Fikr, 1996),
h. 18
82 Jasser Audah, Terj. Rosidin dan Ali Abd el- Mun’im, Membumikan Hukum Islam
melalui Maqasid Syariah (Bandung: Mizan: 2015), h. 101
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Dalam alquran kata ini muncul dalam beberapa kali seperti pada surah QS
Al-Maidah/ 3: 48 Allah swt. Berfirman :
قًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه ۖ فَاْحكُ  ْحلَقِّ ُمَصدِّ ِ َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب  ْم َوأَنـْ
ُ ۖ َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن اْحلَقِّ ۚ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم شِ  َّ َزَل ا نَـُهْم ِمبَا أَنـْ َعًة رْ بـَيـْ
ُكْم ۖ فَاْسَتِبُقوا  َ ُلوَُكْم ِيف َما آ ُ َجلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َولَِٰكْن لِيَـبـْ َّ َهاًجا ۚ َوَلْو َشاَء ا َوِمنـْ
ُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ  يـُنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ يًعا فـَ َِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ َراِت ۚ ِإَىل ا اْخلَيـْ
Terjemahnya:
Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu;
Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah
hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka
berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali
kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu
perselisihkan itu,83
Oleh karena itu, menangkap arti hakiki dari syari’ah menjadi hal yang
niscaya. Dan menurut Muhammad Sa’ìd al-‘Asymâwì, secara hakiki syari’ah
tidak lain hanyalah metode, jalan, atau cara. Jalan atau metode yang digunakan
oleh agama tertentu untuk merealisasikan tujuan dan inti agama sesuai dengan
tempat agama itu dilahirkan atau disebarkan. Tidak satupun agama yang bertujuan
untuk menjerumuskan pemeluknya ke dalam jurang kenistaan. Sebaliknya, agama
mengarahkan masyarakat pemeluknya ke dunia yang lebih utama dengan tetap
tidak mencabut jiwa dari eksistensi dirinya dan dunia yang melingkupinya.
Dengan demikian, syari’ah merupakan jalan untuk mengantarkan masyarakat ke
arah perubahan yang lebih baik, utama, dan maju. Syari’ah tidak lain hanyalah
wadah yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Syari’ah Islam
menghendaki hukum dan putusan yang benar jika hukum itu diletakkan di
83 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.105-106
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hadapan manusia, sebagai sebuah metode dan jalan menuju kemajuan dan
kemuliaan. Syari’ah tidak datang sekali waktu dan tidak sekadar menurunkan
perintah saja. Ia terkait dengan realitas dan berjalin-kelindan dalam jaringannya.
Ia mengambil adat-adat dan budaya yang berlaku pada realitas sosial. Kaidah-
kaidah dalam realitas sosial dijadikan sebagai sebab-sebab turunnya. Hukum-
hukum syari’ah mengikuti perkembangan realitas sosial dan selalu melangkah
dalam perkembangan tersebut.84
Menurut Al- Asymawi, syari’ah bukan seperangkat aturan atau kaidah.
Syari’ah bukan pula fiqh sebagaimana yang selama ini diyakini oleh umat Islam.
Syari’ah Nabi Muhammad saw tidak lain adalah kerahmatan (rahmah).
Kerahmatan adalah suatu usaha untuk mempermudah manusia, memelihara
kemaslahatan umum, dan menjaga keseimbangan antara hak-hak, serta melihat
kondisi zaman. Dengan kerahmatan memungkinkan seseorang individu untuk
mendewasakan dirinya dan menentukan jalan yang benar, serta mengapresiasikan
jati dirinya dalam wilayah agama dan syari’ah, tanpa mempersulit dan
mempersempit gerak langkahnya dalam kehidupan.85 Menurutnya, usaha untuk
menjelaskan dasar-dasar syari’ah dan membatasi obyek-obyeknya dengan realitas
sosial harus menjadi tujuan utama ketika hendak menerapkan syari’ah Islam. Jika
tidak, maka ia hanya menjadi sekadar pembahasan teoritis dan penyelidikan logis
yang bertentangan dengan spirit agama dan inti Islam itu sendiri.
Walaupun pemikiran Al-‘Asymâwì di atas muncul dalam rangka merespon
kalangan konservatif di Mesir yang setelah dekade 1970-an telah melakukan
propaganda penerapan syari’ah Islam dan memperoleh momentum serta sambutan
84Muhammad Sa’ìd al-Asymâwì, Ushul Asy- Syariah terj. Luthfi Thomafi, Nalar Kritis
Syariah,h. v-vi
85 Muhammad Sa’ìd al-Asymâwì, Ushul Asy- Syariah terj. Luthfi Thomafi, Nalar Kritis
Syariah,h. v-vi
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luar biasa dari umat Islam. Ia menyayangkan antusiasme mereka itu tidak
dibarengi dengan pemahaman yang memadai tentang apa yang mereka
perjuangkan sehingga muara dari politik syari’ah tersebut adalah formalisasi fiqh
sebagai hukum positif, pembekuan seluruh perangkat perundang-undangan lama,
dan pengubahan sistem peradilan yang telah ada.86
Sebelum tahun 1970-an, Muhammad Sa’ìd al-‘Asymâwì berpandangan
bahwa syari’ah adalah sistem ajaran yang komprehensif, mencakup seluruh aspek
kehidupan. Menurutnya, Nabi Muhammad saw datang dengan mengusung risâlah
ilâhìyah sebagai wujud respon langit atas problem bumi yang terjadi kala itu. Al-
Qur’an merupakan sistem ajaran yang paripurna untuk kehidupan agama (privat)
dan umum (publik), individu dan masyarakat, serta kaum pemimpin dan
terpimpin. Al-Qur’an berfungsi sebagai pengikat seluruh aktivitas manusia untuk
selanjutnya menuntunnya ke satu arah, yaitu Allah SWT. Dengan pola tersebut,
irama kehidupan menjadi terbina dan gerak alam semesta menjadi beraturan.
Pendeknya, keseluruhannya itu menyatu dalam ketundukkan, ketaatan, dan
kepatuhan terhadap Allah SWT. Menurutnya, ibadah bukan hanya sebatas
menjalankan kewajiban ritual semata, namun justru tingkat yang tertinggi adalah
kesesuaian dan keselarasan perilaku kehidupan kita dengan sesama manusia dan
dengan Allah SWT.87
Ia mengakui kompleksitas isi al-Qur’an yang menata seluruh aspek
kehidupan manusia. Menurutnya, ayat-ayat al-Qur’an mengandung penjelasan
tentang dasar-dasar keyakinan (Ushûl al-‘Aìdah), pokok-pokok ajaran (Arkân al-
Dìn), mekanisme ritual penyembahan (Nizhâm al-‘Ibâdah), sanksi-sanksi shara’
(Hudûd al-Syar’i), dan hukum-hukum interaksi antar sesama manusia (Ahkâm al-
86 Muhammad Said Al- Asymawi, Al- Islam Al- Siyasi (Kairo: Madbuli Al- Shagfir,
1996) h. 211- 212.
87 Muhammad Said Al- Asymawi, Dlamir al- Ashr (Kairo: al- Sina: 1992), h. 43
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Mu’âmalah). Dapat disimpulkan bahwa al-Qur’an mengcover hampir semua sisi
kehidupan manusia.walaupun tidak secara keseluruhan.88 Sunnah yang berisis
perilaku dan ucapan verbal Nabi Muhammad saw yang terkait dengan agama dan
syari’ah berdiri mendampingi al-Qur’an. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur’an dan
teks-teks sunnah berbicara tentang beragam isu dan persoalan yang pada intinya
berorientasi pada penataan dan pembinaan kehidupan publik. Ayat-ayat yang
turun yang periode Makkah lebih terfokus pada persoalan agama yang berdimensi
personal (privat), sedangkan pada periode Madinah lebih menekankan pada
penjelasan ajaran agama yang berdimensi sosial (publik), atau jika meminjam
term modern memaparkan hukum perundangundangan (qânûn) yang menata
hubungan warga dengan negara dan interaksi antar sesama manusia.89
Ia menambahkan bahwa keimanan adalah sama bagi semua nabi dan rasul,
sedangkan yang berbeda adalah metode-metode yang digunakan oleh mereka
dalam mendakwahkannya. Agama mereka adalah satu, sedangkan syari’ah
mereka bermacam-macam. Setiap mereka memiliki syari’ah sendiri-sendiri.
Syari’ah Nabi Musa as adalah memisahkan Bani Israel dari komunitas bangsa-
bangsa lain, kemudian membersihkannya dari penyakit-penyakit, baik jasmani
maupun ruhani. Syari’ah Nabi Isa as adalah membangkitkan nurani kemanusiaan
supaya menjadi pondasi dasar dalam segalanya. Sedangkan syari’ah Nabi
Muhammad saw adalah menghancurkan kesombongan dan keangkuhan
masyarakat Jahiliyah, menabur nilai kemanusiaa kepada semua manusia,
kemudian mengembangkan masyarakat menuju pada yang lebih utama dan
mengantarkan manusia ke tempat yang lebih mulia.
88 Muhammad Sa’ìd al-‘Asymâwì, Hasad al-‘Aql (Kairo: al-Sinâ, 1970), h. 39
89 Muhammad Sa’ìd al-‘Asymâwì, Hasad al-‘Aql,… h. 64
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Menurutnya, pengetahuan tentang al-Qur’an dan syari’ah Islam adalah
pengembangan dan kemajuan yang kontinyu. Oleh karena itu, kesempurnaan
syari’ah bergantung kepada keberlangsungan penerapannya, yaitu keajekan,
perkembangan, dan kontinuitas kemajuannya. Sebuah metode selamanya tidak
akan menjadi sempurna. Jika metode dan jalan telah sempurna, maka selesai
sudah. Metode itu akan sempurna karena keajekan penerapannya secara benar.
Selama syari’ah menjaga prinsip dasarnya, maka ia akan menyongsong
keagungan dan bertujuan demi manusia. Selamanya ia berada dalam
kesempurnaan yang terus-menerus. Kesempurnaan sebuah perjalanan adalah
keberlangsungannya, kesempurnaan sebuah kemajuan adalah keajekannya, dan
kesempurnaan sebuah metode adalah berlakunya metode itu. Dengan demikian,
agama adalah keimanan kepada Allah SWT dan sikap konsisten, sedangkan
syari’ah adalah metode yang menjelaskan sebuah keimanan, dan jalan yang
memperjelas sikap konsisten.
Ia membatasi pengertian syari’ah pada tataran etimologisnya, yaitu berarti
sumber air (mûrid al-mâ’), jalan (tharìq, sabìl), dan metode (al-manhaj).90
Menurutnya, pemaknaan kata syari’ah secara terminologis, yang berarti
seperangkat hukum praktis-aplikatif yang dieksplorasi dari al-Qur’an dan sunah,
bukan merupakan arti yang dikehendaki al-Qur’an, akan tetapi hal itu merupakan
konstruksi sejarah seiring dengan perjalanan waktu, dan penyelewengan makna
dari ayat-ayat al-Qur’an. Menurutnya, syari’ah hanya sebagai prinsip, nilai, dan
norma yang menjiwai hukum, bukan sebagai produk baku yang menutup diri dari
transformasi realitas sosial dan dinamika internal umat.
Menurutnya, juga sangat salah jika membawa makna syari’ah menjadi
pendapat- pendapat para ulama fiqh dan fatwa-fatwanya. Oleh karena itu, ia
90 Muhammad Sa’ìd al-‘Asymâwì, Al-Syarì’ah al-Islâmìyah wa al-Qânûn al-Mishrì
(Kairo: Madbûlì al-Shaghìr, 1996),h. 7.
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menyarankan untuk membedakan antara syari’ah dan fiqh. Menurutnya, fiqh
adalah deduksi, ekstrapolasi, dan tafsiran para ulama terhadap al-Qur’an dan
sunnah sepanjang sejarah Islam. Sedangkan syari’ah adalah metode atau jalan
yang dibuat oleh Allah, yang terdiri atas nilai dan prinsip yang baku, dan berbeda
dengan fiqh sebagai himpunan legislasi, lebih fleksibel, dan mengikuti
perkembangan masyarakat.91
Syari’ah adalah ketetapan Tuhan yang dituangkan secara langsung di
dalam al-Qur’an dan hadits. Oleh karena itu, ketetapan-ketetapan fiqh tidak
ma’shûm, tidak sakral, dan tidak kontinyu sebab ia adalah hasil pendapat manusia
yang muncul di suatu tempat dan zaman tertentu, yang bisa berubah sesuai dengan
perubahan zaman. Menurutnya, syari’at yang berasal dari Tuhan harus dibedakan
dari fikih yang merupakan  produk manusia. Yang dimaksud dengan syari’at
adalah segala ajaran yang termaktub di dalam al-Qur’an dan  Hadits, ia
bersifat absolut tidak boleh dirubah. Sedangkan fikih adalah intepretasi dari
ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadits sesuai dengan
pemahaman masing-masing manusia dan  kadang terjadi perbedaan antara
satu pendapat dengan yang lainnya. Pemikiran keagamaan selalu berkembang
sesuai dengan perkembangan zaman dan permasalahan yang muncul ke
permukaan.92
Lebih lanjut Asymawi berpendapat bahwa adanya penyamaan antara
syari’at dan fikih menandakan adanya kebingungan para ulama’ fikih dalam
memahami syari’at Islam. Akibatnya,  fikih telah mengalami pergeseran makna.
Fikih tidak hanya dimasukkan ke dalam syari’at, akan tetapi juga identik
91 Muhammad Sa’ìd al-‘Asymâwì, Al-Syarì’ah al-Islâmìyah wa al-Qânûn al-Mishrì,... h.
25.
92 Abdullah Ahmad Za’im, dalam kitabnya Nahwa Tatwiral - Tasyri’ al - Islami, (Kairo:
Maktabah Sina, 1994), h. 67
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dengannya. Syari’at menjadi sistem hukum yang diyakini lengkap dan menangani
seluruh aspek kehidupan, dan fikih cenderung dianggap sebagai wahyu Tuhan,
padahal fikih adalah karya manusia dan produk zaman tertentu yang berwatak
lokal, temporal, penuh kontroversi, dan khilafiah. Dengan begitu, ketetapan
fikih tidak ma’sum, tidak suci, tidak kontinu, karena ia adalah hasil pendapat
manusia, yang muncul di suatu tempat dan zaman tertentu, yang bisa berubah
sesuai dengan perubahan situasi. Maka ia mengajak  kepada perubahan  sikap,
dari sikap fanatis terhadap salah satu mazhab, kepada sikap pembaruan fikih.
Menurutnya, dari sikap fanatis terhadap salah satu maz}hab fikih itulah
munculnya aksi kekerasan, sehingga Islam tidak mampu tampil sebagai agama
yang rahmatan lil alamin, bahkan ajaran Islam semakin menyeleweng dari
karakteristiknya.  Padahal, lanjut ‘Asymawi, kemunculan pemikiran fikih di
masa lalu itu adalah hasil dari perkembangan pemikiran hukum Islam yang
dinamis dan kreatif.93
Dalam literatur bahasa, kata syara’a bermakna datang (warada), syara’a
al-warid berarti memasukkan air ke dalam mulutnya. Syara’at al-Dawab fì al-
Ma’ berarti ia memasukkan ke dalam air. Kata al-Syir’ah dan al-Syarì’ah berarti
tempat mengalirnya air. Pepatah mengatakan Ahwan al-Saqì al-Tasyrì’ yang
berarti memberi minum yang paling mudah adalah memberi minum unta dari
tempat dekat yang mudah dijangkau. Makna kedua kata (al-Syir’ah dan al-
Syarì’ah) tersebut menjadi agama yang digariskan oleh Allah SWT dan perintah-
perintahnya seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal perbuatan yang
baik, yaitu segala sesuatu yang merupakan aturan agama, bukan hukum
mu’amalah.94
93 ‘Asymawi, Jauharul Islam, (Kairo : Madbuli as-Shagir, 1996), 91-97.
94 Muhammad Sa’ìd al-‘Asymâwì, Ushûl al-Syarì’ah, h. 35-36.
51
Ada pula yang mengatakan bahwa kata al-Syir’ah berarti metode (al-
manhaj) atau jalan (al-tharìq). Kata syari’ah secara bahasa adalah tempat
mengalirnya air, yaitu metode atau jalan atas sesuatu. Inilah makna yang
dikehendaki oleh QS al-Jatsiyah (45): 18, maksudnya adalah kemudian Kami
jadikan kamu berada di atas metode atau jalan agama. Sedangkan Surat al-Syûrâ
(42): 13, maksudnya adalah Dia telah memberikan metode-Nya kepada kalian
semuanya, menjelaskan jalan bagi agama yang berupa apa yang diwasiatkan-Nya
kepada Nabi Nuh as dan kepadamu (Muhammad saw), atau bermakna Dia
mensunnahkan agama bagi kalian. Dan Surat al-Mâ’idah (5): 48, maksudnya
Kami menjadikan jalan dan metode bagi tiap-tiap kamu atau Kami jalan masuk
bagi kalian.
Kata syari’ah menurut bahasa dan sebagaimana yang digunakan oleh al-
Qur’an tidak bermakna legislasi hukum (al-tasyrì’) atau undang-undang (al-
qânûn). Kata syari’ah muncul dalam 2 (dua) bentuk,
yaitu kata benda yang terdapat pada QS al-Jatsiyah (45): 18 Allah
berfirman :
               
Terjemahnya:
kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat
(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.95
95 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 451
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dan kata kerja pada QS al-Syura (42): 13 Allah berfirman :
           
              
                
Terjemahnya:
Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan
kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan
Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru
mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang
kembali (kepada-Nya).96
Kedua ayat tersebut Makkìyah, yang berarti turun di Makkah sebelum
turunnya legislasi hukum (altasyrì’) yang baru dimulai setelah Nabi Muhammad
saw hijrah ke Madinah.
Derivat kata tersebut juga turun dalam bentuk lain pada QS al-Ma’idah
(5): 48.
                     
                
                 
               
    
Terjemahnya:
dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain
itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu.97
96 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  436
97 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h.  105-106
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Memang ayat tersebut turun di Madinah setelah pensyari’atan dimulai, namun ia
turun bukan dikhususkan untuk legislasi hukum (al-tasyrì’) melainkan berkenaan
dengan penerapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw terhadap hukuman
zina yang termaktub dalam kitab Taurat (berupa rajam) bagi orang Yahudi. Ayat
tersebut dimaksudkan bahwa tiap-tiap syari’ah, Islam maupun Yahudi, telah
memiliki metode dan jalan sendiri-sendiri. Masing-masing metode berbeda satu
sama lain. Penerapan hukuman (dalam Islam) yang termaktub di dalam Taurat
bukan berarti bahwa kedua jalan masing-masing agama tersebut sama atau jalan
keduanya satu. Ketika al-Qur’an menggariskan legislasi hukum (al-tasyrì’), ia
tidak menyebutkan kata al-Syarì’ah dan tidak juga menyebutkan satu derivatpun
dari kata itu, meskipun sebagian hukum, baik dalam rangka legislasi hukum (al-
tasyrì’) maupun tidak, hadir dengan kata perintah (al-amr), kewajiban (al-fardl),
atau wasiat (al-washìyah).
Menurutnya, kata syari’ah dalam Islam telah mengalami perubahan
sebagaimana yang terjadi pada kata Taurat dalam Yahudi, dimana kata tersebut
mula-mula untuk menjelaskan cara menyajikan korban, melangsungkan nadzar
dan melindungi orang banyak dari penyakit sampar, kemudian penggunaannya
dialihkan untuk segala yang termaktub dalam kitab Nabi Musa as (Kitab
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan), seperti jalan-jalan dan
perantara-perantara, perintah, kewajiban, hukum, dan nasihat (yang meliputi
legislasi hukum-hukum dan mu’amalah), kemudian maknanya menjadi segala
hukum agama Yahudi, dan khususnya tafsir-tafsir, hukum-hukum, dan
keterangan-keterangan yang ada dalam kitab Talmud.
Untuk pertama kali, kata syari’ah digunakan di dalam Islam bermakna
bahwa syari’ah Islam adalah jalan atau metode Islam. Kemudian kata itu
ditransformasikan pada setiap hukum agama sehingga kata syari’ah menjadi
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bermakna setiap sesuatu yang berada di dalam al-Qur’an, seperti jalan-jalan
agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan mu’amalah. Akhirnya, maknanya
menjadi segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan mu’amalah,
segala yang terdapat dalam hadits Nabi saw, segala pendapat para ahli fiqh,
mufassir, pandangan para komentator, dan ajaran tokoh- tokoh agama. Oleh
karena itu, sumber-sumber hukum syari’ah yang dinyatakan telah melampaui kata
syari’ah dalam al-Qur’an, yang menurut pandangan ulama Islam menjadi 4
(empat), yaitu al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas. Akhirnya, pemahaman kata
syari’ah dalam pemikiran Islam telah berubah. Ia berubah menjadi sistem Islam
yang meliputi al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas, ia meliputi keseluruhan tradisi
Islam seperti kitab samawi, ucapan-ucapan dan perbuatan Nabi saw, kesepakatan-
kesepakatan para ulama, qiyas, analogi seorang mujtahid untuk memutuskan suatu
hukum atau kaidah.98
Sehingga sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum islam
yang dikenal dalam perjalanan sejarah islam, yaitu: kitab- kitab fikih, fatwa -
fatwa ulama, keputusan- keputusan pengadilan agama dan peraturan perundang-
undangan di negara- negara muslim. Masing- masing produk pemikiran hukum itu
mempunyai ciri khasnya tersendiri, karena itu memerlukan perhatian tersendiri
pula.99
Untuk menentukan prinsip-prinsip umum syariat, sangat penting
untuk mengikuti sumber hukum pertama syariat Islam, yakni al-Qur’an, melalui
tinjauan syariah, dengan mencermati ayat-ayatnya satu persatu berdasarkan
waktu turunnya ayat, sebab-sebab, tujuan, dan hikmah- hikmahnya, sehingga
dimungkinkan mendapatkan kejelasan tentang tujuan- tujuan  Allah SWT. Asy-
98 Muhammad Sa’ìd al-‘Asymâwì, Ushûl al-Syarì’ah, h. 53-54
99 Muhammad Anis Malik, Paradigma Metodologi Ijtihad dan Aplikasinya, h. 31
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syari’ menurunkan ayat itu secara umum. Yakni tujuan yang melebihi dari
sekedar berhenti pada hukum-hukum umum yang dimaksudkan oleh pembuat
syariat asy- Syari’ guna mencermati (memahami) prinsip- prinsip umum (al-
Ushul al-‘ammah) yang karenanya hukum diturunkan dan tujuan itu
diarahkan.100
Dengan pemahaman seperti ini, ‘Asymawi menggagas prinsip-prinsip
(syariat) yang dapat diringkas secara global sebagai berikut:
Pertama, Penurunan syariat berhubungan dengan berdirinya masyarakat-
agama, dan penerapannya  bergantung pada keberadaan masyarakat ini.
Setelah nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah (tahun 622 M.), urusan-
urusan pemerintahan di tengah kaum muslimin merujuk kepadanya, baik dari
sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekkah bersamanya maupun sahabat
Anshar dari penduduk Madinah yang menolongnya. Dengan ini sistem hukum
tuhan al- Hukm al- Ilahi mulai tampak sedikit demi sedikit melalui ayat-ayat
al-Qur’an dan   dari hadits nabi Muhammad   saw. yang menjelaskan tentang
pernikahan dan perceraian, warisan dan wasiat, jual beli dan hukum lain yang
menata kehidupan masyarakat yang telah diperintah oleh nabi.101
Lebih-lebih bahwa gradualisasi (at-tadarruj) atau penurunan sistem
dan hukum secara bertahap ini dimaksudkan sebagai penyelarasan terhadap
kondisi sosial, di mana penetapan syariat itu sendiri tidak terjadi tanpa
adanya hal-hal yang membuatnya turun. Ada tujuan lain dari gradualisasi – yang
juga memiliki tujuan yang lebih besar yakni menancapkan hukum syariat
dalam jiwa orang-orang mukmin, memperkuat keimanan   dan ketakwaan
mereka terhadap Allah.
100 Muhammad Sa’id al- Asymawi, Ma'alim al - Islam , (Cairo: Sina' Li al-Nasyr,
1989),h.  46.
101 ‘Asymawi, Ushul as -Syari’ah, (Kairo : Madbuli as-Shagir, 1996), h. 47.
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Kedua, syariat turun karena ada sebab-sebab yang menghendakinya, dan
sebab-sebab turunnya syariat itu tidak memiliki kesesuaian munasabah
dengannya.
Menurut Asymawi sebab- sebab turunnya ayat mungkin bisa dikatakan
dengan bahasa undang-undang modern sebagai rancangan pembentukan
konstitusi (al- A’mal at- Tahdiriyyah lil qanun). Apabila rancangan ini menjadi
suatu keharusan untuk menjelaskan sebab-sebab peletakan teks-teks konstitusi,
situasi yang melatar belakanginya, dan usulan- usulan mengenai perubahan-
perubahan hingga menjadi bentuk   undang- undang yang matang, dan apabila
rancangan-rancangan itu merupakan suatu keharusan bagi semua itu dan
tanpanya teks-teks konstitusi tidak mungkin dapat dipahami dan diterapkan
secara benar, maka sebab-sebab turunnya ayat itu sendiri merupakan rancangan
pembentukan teks konstitusi.102 Ia menjadi salah satu   keharusan dari sekian
banyak keharusan dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur’an. Pada
umumnya, kesalahan dalam menerapkan teks-teks konstitusi merupakan
kesalahan individual dan konvensional yang mungkin dapat terjadi   pada setiap
orang yang hendak melakukannya tanpa rasa takut, sedangkan kesalahan dalam
menerapkan ayat al-Qur’an atau  hukum syara’ dan kemudian menyandarkan
kepada agama, merupakan kesalahan yang sangat berbahaya karena dapat
menimbulkan sosialisasi atas pemahaman yang salah atau menyebarkan hukum
secara tergesa-gesa, dan pada giliran selanjutnya menyebabkan pada pemalsuan
syariat (tazyif li asy- Syari’ah) dan mengacaukan tujuan yang mulia, sehingga
manusia menerapkan hukum dengan tujuan-tujuan pribadi, pemahaman-
pemahaman yang cacat, hukum-hukum yang belum matang, dan interpretasi-
102 ‘Asymawi, Ushul as - Syari’ah, (Kairo : Madbuli as-Shagir, 1996), h. 53-55.
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interpretasi yang tendensius, serta berpijak pada agama dalam melindungi
seseorang yang salah.
Apabila sebab-sebab turunnya ayat dimaksudkan sebagai kondisi realitas
yang menyebabkan turunnya teks atau perubahan teks, maka kondisi- kondisi ini
tidak mungkin sesuai dengan teks dan tidak menjadi sebab bagi kemunculan teks.
Ketiga, syariat bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat.
Untuk merealisasikan kemaslahatan ini, sebagian masyarakat menghapus
sebagian yang lain. Kebenaran dan kemaslahatan syariat bergantung pada
kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru.103
Menurut Asymawi orang yang tidak   memahami metode al-Qur’an dan
syariat Islam telah melihat pada perubahan  hukum-hukum dan tidak
menelaah secara cermat kemajuan metode dan perkembangan syari’at guna
merealisasikan kemaslahatan masyarakat  dan manusia, tanpa terpaku pada
teks-teks yang kaku yang tidak kuasa (merespons) atas aktualitas kenyataan
(yang terus berkembang), atau terdiam saja pada hukum yang sudah jadi, dan
tidak cocok lagi untuk diterapkan, atau tidak beranjak lagi dari kaidah-kaidah
yang selama ini berlaku dalam kehidupan mereka. Asymawi menambahkan
bahwa para ahli fikih terpaku pada hukum- hukum syariat dan berpaling dari
syariat itu sendiri. Mereka memperhatikan kaidah- kaidah fikih namun
melupakan  prinsip-prinsipnya. Dari hukum- hukum dan kaidah-kaidah itu
mereka mengeluarkan pendapat yang mereka kuatkan,  yaitu bahwa syariat
Islam sesuai dengan kemajuan dan perkembangan, padahal mereka sebenarnya
tidak butuh pada pendapat yang seperti ini – cukup dengan arti syariat itu
sendiri yang mengandung arti metode, dengan prinsip dasar syariat yang tetap
itu dapat dipastikan bahwa cara berinteraksi yang kontinu dengan berbagai
103 ‘Asymawi, Ruhul ‘Adalah, (Kairo : Madbuli as-Shagir, 1996), h. 68.
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realitas dan peristiwa, supaya syariat senantiasa tetap otentik, up to date, dan
modern.
Untuk menguatkan pendapatnya tersebut, ‘Asymawi mengutip beberapa
pendapat,  di  antaranya    Ibnu Abidin,  ahli fikih  mazhab  Hanafi mengatakan:
‚Banyak sekali hukum-hukum yang tidak sesuai dengan zaman karena  perubahan
adat   kebiasaan  masyarakat   yang  jika  hukum-hukum tersebut tetap
diberlakukan sebagaimana adanya, tentu  akan memberatkan dan membahayakan
manusia dan bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat Islam yang berpijak pada
prinsip pelunakan (at- Takhfif) dan menghilangkan bahaya (raf’u al- darar).
Asymawi  juga mengutip pendapat  Ibnu Qayyim, ahli fikih mazhab Hanbali, ia
mengatakan bahwa makna dan prinsip dasar syariat itu berpijak pada hukum dan
kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat, ia merupakan keadilan,
kerahmatan, kemaslahatan, dan hikmah. Selanjutnya Asymawi mengutip
pendapat al- Qarafi ahli  fikih  madzhab Maliki   yang   mengatakan   bahwa
keseluruhan   pintu-pintu   fikih   yang ditetapkan atas dasar manfaat-manfaat,
maka hukum-hukumnya berubah jika manfaat-manfaat ini mengalami perubahan.
Keempat, sebagian hukum-hukum syariat  dikhususkan kepada nabi
Muhammad saw.,   dan   sebagian   yang   lain   dikhususkan   pada   suatu
peristiwa.
Kelima, hubungan  syariat  dengan  masa  lalu  tidak  terputus,  akar-
akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkan syariat, tetapi
syariat  mengambil sesuatu  dari pranata-pranata  dan budaya-budaya masyarakat
untuk dijadikan sebagai hukum.
Keenam, agama  telah  sempurna,  sedangkan kesempurnaan  syari’at
adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk  menyesuaikan   diri
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dengan    kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan
dan semangat kehidupan.
Adapun hukum-hukum umum syari’at Islam, Asymawi merangkumnya
menjadi enam item sebagai berikut :
1. Syari’at  mengaitkan  hukum-hukumnya pada tegaknya  sebuah  tatanan
masyarakat   yang   penuh   kebaikan   dan   ketakwaan.   Penerapannya
tergantung pada adanya masyarakat tersebut yang dipimpin oleh orang-
orang yang adil dan rakyatnya yang bersikap konsisten secara hakiki
Syari’at  tidak turun secara menyeluruh dan tanpa sebab. Ia senantiasa
mengiringi  realitas  dan  berubah  sesuai  dengan  kemajuan  realitas  itu.
Oleh karenanya, syariat menjadi sesuatu yang hidup  dan bergaul dengan
realitas kehidupan sosial. Dari situ, ia memiliki cara kerja realistis dan
bukan sekedar kenikmatan berfikir atau kumpulan pemikiran.
2. Syari’at   senantiasa   berada  dalam  proses  gradualisme (gerak)  yang
berkesinambungan yang memiliki cara up to date, modernis dan otentik. Ia
beranjak dari kemaslahatan menuju ke hal yang lebih utama.
3. Hukum-hukum syariat tidak statis, tetapi lebih elastis dan spesifik. Apa
yang mutlak itulah hukum syariat, dan apa yang spesifik bisa
dikompromikan dengan kaidah-kaidah moral dan prilaku sosial, yang
mengalami perubahan sesuai dengan perubahan budaya dan adat.
4. Syari’at  tidak  terputus  dengan  masa  lalu.  Akar-akarnya  terlahir
dari masyarakat. Bahkan  ia  menjadikan  budaya  dan  tradisi   masyarakat
sebagai hukum. Ia harus senantiasa mengiringi kemaslahatan budaya dan
kesahihan adat.
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5. Syari’at  adalah metode  yang hidup. Kesempurnaannya terletak  dalam
keberlangsungannya dalam mengiringi kondisi di tengah masyarakat, dan
mengarahkan manusia ke dalam inti kemanusiaan dan eksistensi.
B. Gagasan Said Al – Asymawi Tentang Talak
Asymawi mempunyai pendapat sendiri tentang konsep talak  yang
didasarkan pada interpretasinya terhadap ayat al-Qur’an dan hadis serta
nilai-nilai universal al-Qur’an dan hadis. Tentunya interpretasinya tidak terlepas
dari metode istimbat al-ahkam sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan
sebelumnya. Dalam kitab Ruhul Asymawi memaparkan   beberapa ayat yang
menjadi dasar para ulama dalam menetapkan hak otoritas talak adalah mutlak di
tangan suami . Namun yang berbeda, Asymawi memberi interpretasi tersendiri
yang berbeda dengan beberapa ulama klasik sehingga konklusinya pun jauh
berbeda dari pendapat mereka.
1. Ayat pertama adalah QS at- Thalaq/ 65: 1:
ِِنَّ َوأَ  ََّ رَبَُّكْم ۖ َال َ أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ َة ۖ َواتـَُّقوا ا ْحُصوا اْلِعدَّ
 ۚ َِّ َِْتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيَِّنٍة ۚ َوتِْلَك ُحُدوُد ا َوَمْن ُختْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوِِنَّ َوَال َخيُْرْجَن ِإالَّ َأْن 
َِّ فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه ۚ َال َتْدِري َلَعلَّ  ِلَك َأْمًرايـَتَـَعدَّ ُحُدوَد ا َ ُحيِْدُث بـَْعَد ذَٰ َّ ا
Terjemahnya :
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah
kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah,
Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu
hal yang baru. 104
104 Kementrian Agama RI, al- Qur’an Terjemahnya, h. 503
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Menurut Asymawi maksud umum ayat ini adalah dalil dari
disyariatkannya talak dalam Islam. Talak ibarat  sebuah obat  yang dapat
menjadi penawar bagi penyakit. Islam menghalalkan talak demi perdamaian.
Seandainya Islam tidak mensyariatkan talak, niscaya berapa banyak pasangan
suami istri yang teraniaya dalam rumah tangganya sendiri sedangkan  Islam
tidak menghendaki adanya penganiayaan, maka talak adalah sebuah rahmat
dan pintu darurat untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.105
Secara kritis Asymawi menguraikan bahwa ayat tersebut hanya dalil dari
diperbolehkannya talak tanpa melihat siapa yang  memiliki otoritas dalam hal
mentalak. Di Zaman nabi, nabilah yang mentalak istrinya disebabkan pranata
arab waktu itu memang adanya partiarki yang tidak bisa dihapus secara total dan
langsung. Ia juga menambahkan bahwa meskipun ayat tersebut merupakan
sebuah syariat yang kitabnya diperuntukkan untuk nabi dengan  menggunakan
hukum  universal  mencangkup keseluruhan, namun dikarenakan itu sebuah
syariat manifestasi jalan keluar bagi suami istri yang sudah tidak bisa
mempertahankan tali yang sangat kuat sehingga syar’i memberikan solusi
dengan jalan talak.106 Namun solusi di sini bukan  berarti hak talak mutlak di
tangan suami, pemahaman demikian sangat jauh dari substansi keadilan
sehingga perlu adanya pemahaman baru yang lebih mendekati poin-poin keadilan
antara dua belah pihak yang berkomitmen untuk  melaksanakan syariat yang
dimaksudkan tuhan. Adapun mengenai hak  otoritas talak yang sebelumnya
menurut ulama klasik menjadi hak mutlak suami itu merupakan sebuah
pemahaman agama (teks syariat) itu sendiri, bukan sebuah agama atau syariat.
Asymawi membedakan  antara al-Din (agama) dan al-Fikr al-Din (pemikiran
105 Muhammad Sa’id al-Asymawi, Hisad al-Aql’ (Kairo : Thab'at al-Qahirah, 1992), h.
48-50.
106 'Asymawi, Ma'alim al-Islam, (Cairo: Sina' Li al-Nasyr, 1989), h. 31-33.
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tentang agama), agama menurut ‘Asymawi adalah sebuah syariat yang ada dalam
nash (termasuk dalam hal ini adalah syariat tentang talak). Adapaun pemikiran
tentang agama adalah apapun selain yang ada di nash, baik itu dari ijtihad
seorang mujtahid, tafsir seorang mufasir, syarah seorang syarih ataupun hukum
yang ditentukan oleh hakim yang mana semuanya bisa jadi salah dan bisa jadi
benar.
2. Ayat kedua adalah QS al-Baqarah/ 2: 229 :
 َُْخُذوا ِممَّا ِِْحَساٍن ۗ َوَال حيَِلُّ َلُكْم َأْن  ِن ۖ فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح  َ الطََّالُق َمرَّ
 َِّ َِّ ۖ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد ا ًئا ِإالَّ َأْن َخيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد ا ُتُموُهنَّ َشيـْ آتـَيـْ
َِّ َفَال تـَْعَتُدوَها ۚ َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد  َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت ِبِه ۗ تِْلَك ُحُدوُد ا
َِّ فَُأولَِٰئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  ا
Terjemahnya:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati
akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian
kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh
ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan
hukum- hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan
apa  yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al
Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa
yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah
bahwasanya allah swt. Maha mengetahui segala sesuatu.107
Pada QS al-Baqarah ayat 229, menurut Asymawi terdapat spirit keadilan
yang dimunculkan dalam pesan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam
hal talak. Ayat tersebut menerima hak kedua partner perkawinan untuk bercerai.
Ayat yang berkaitan dengan perceraian ini, memberi hak bagi suami maupun
istri untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ikatan perkawinan.108 Meneliti
107 Kementrian Agama RI, al- Qur’an Terjemahnya, h. 34
108 Muhammad Sa’id al-Asymawi, Ma’allim al- Islam, (Cairo: Sina’ Li An- Nasyr, 1989),
h. 31- 33
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ayat-ayat tentang talak di atas, menurut Asymawi telah dijelaskan secara
gamblang bahwa al-Qur’an sangat memperhatikan kemaslahatan perempuan.
Pesan yang terkandung di dalamnya juga mementingkan keadilan, kasih sayang
dan pergaulan yang ma’ruf. Tentunya nilai terdalam  dari ayat-ayat al-Qur’an
ini sangat jauh dari pemahaman bahwa talak merupakan wilayah eksklusif laki-
laki, tanpa memperhatikan dari sisi perempuan. Asymawi menyebutkan bahwa
penjatuhan hak talak tidak hanya berada pada jalur laki-laki, perempuan pun
punya hak yang sama dalam melakukan pelepasan ikatan nikah (talak).109
3. Ditinjau dari akad  dalam  perkawinan itu sendiri
Menurut Asymawi akad perkawinan dalam syariat Islam adalah akad
humanis (akad sipil) dan bukan merupakan sebuah akad keagamaan. Asymawi
menulis :
Akad dalam perkawinan tersebut adalah manifestasi pelaksanaan ijab-
qabul dari kedua mempelai yang telah dewasa – atau orang yang
mewakilinya—dan menjadi sah dengan kehadiran dua saksi, tanpa ada proses
keagamaan atau teknis lainnya. Meskipun akad ini sudah jelas dan gamblang,
tidak samar dan tidak diperdebatkan tetapi pemikiran keagamaan dalam Islam
dan budaya- budaya dalam berbagai masyarakat menambahkan kepadanya
sentuhan keagamaan, lalu apa yang seharusnya tidak lazim dan dan tidak wajib
ditambahkan kepadanya, selanjutnya semua itu dirangkai sedemikian rupa
sehingga akad pernikahan, pengaruh, dan dampak yang dilahirkan dijadikan
sebagi hukum keagamaan, padahal syariat tidak selamanya dimaksudkan
demikian.110
Selanjutnya, Asymawi menjelaskan bahwa yang maksud dari akad humanis
adalah  akad  antar sesama manusia yang tentunya harus ada kesepakatan
kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang berupa ijab-qabul tersebut,
akan terasa tidak adil jika transaksi sosial hanya disandangkan secara
sepihak, sebagaimana akad sosial yang terdapat dalam jual beli.111 Begitu
pun implikasi akhir seperti pelepasan ikatan dalam perkawinan juga tidak
109 Muhammad Sa’id al-Asymawi, Ma’allim al- Islam,.. h. 33
110 Asymawi, as- Syari’atul Islamiyyah wa al- Qonun Al- Misri, (Kairo : Madbuli as-
Shagir, 1996), h. 44- 45
111 Asymawi, as- Syari’atul Islamiyyah wa al- Qonun Al- Misri,… h. 45
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bias dilepas atau diputus secara sepihak pula karena sejatinya fungsi syari’at
itu dimaksudkan untuk membangkitkan spirit agama pada diri orang yang
menerapkan akad, dan membangkitkan  semangat keadilan pada jiwa orang
yang mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya supaya tidak tergelincir
walaupun di bawah tekanan perasaan atau terperosok walaupun dengan upaya
memalsukan makna keadilan. Sehingga menurut Asymawi seorang istri pun
memiliki hak yang sama untuk memutus tali transaksisosial berupa perkawinan
tersebut.112
Dengan demikian, syariat menjadikan setiap orang dalam masyarakat Islam
sebagai “hakim” (qadli) yang menghukumi dengan keadilan walaupun kepada
dirinya sendiri, dan menghukumi dengan keutamaan meskipun menyakitkan buat
dirinya. Dan itulah karakteristik dari syariat Islam.113
Untuk menguatkan pendapatnya ini Asymawi mengutip sebuah ayat
dalam QS an-Nisa/ 4: 135 sebagai berikut :
                 
                    
             
Terjemahan :
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun
miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka
112 Asymawi, as- Syari’atul Islamiyyah wa al- Qonun Al- Misri, h. 45
113 Asymawi, as- Syari’atul Islamiyyah wa al- Qonun Al- Misri, (Kairo : Madbuli as-
Shagir, 1996), h. 45
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Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan. 114
Demikianlah beberapa gagasan dari Muhammad Said Al-Asymawi tentang talak
dilihat dari konsep kesetraan gender selain menggunakan prinsip-prinsip umum syari’ah,
Asymawi juga menekankan pada Asbabun Nuzul dalam setiap penguatan ayat Al-Qur’an
sehingga gagasan Asymawi tidak hanya sekedar bersifat retorik tetapi lebih dari itu juga
memiliki alasan yang kuat dalam memandang konsep talak.





Berdasarkan penjelasan dan hasil yang diperoleh mengenai Talak Dalam
Konsep Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Muhammad Said Al-Asymawi),
maka dapat disimpulkan tiga garis besar pokok pembahasannya:
1. Konsep Talak dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik. Secara bahasa
talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah talak berarti
pemutusan tali perkawinan, baik seketika atau dimasa mendatang oleh
pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara yang
lain yang menggantikan kedudukan hak tersebut. Adapun definisi talak
jika ditinjau secara terminologi kelihatannya Ulama mengemukakan
rumusan yang berbeda namun esensinya sama. al-Mahalli dalam
kitabnya Syarh minhaj al-Thalibin merumuskan bahwa “melepaskan
hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan
sejenisnya”. Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan
sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal
bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak Ba’in sedangkan arti
mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak
bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang
menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi menjadi
satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam
talak raj’i. Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam
dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-
Qur’an dan Hadist. Jika untuk menghindari bahaya yang mengancam
salah satu pihak, baik suami maupun isteri. Talak itu bisa wajib,
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haram, mubah, dan bisa juga sunnah. Talak wajib adalah talak yang
bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan
istri: jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu- satunya
jalan untuk mengakhiri perselisihan. “Demikian menurut para ulama
penganut mazhab hambali.demikian pula talak yang dilakukan oleh
suami yang mengila’ istrinya setelah diberi tangguh. Dalam fiqh
klasik, dikatakan bahwa hak perceraian adalah milik suami, tetapi istri
dapat meminta talak dari suaminya, dalam apa yang disebut dengan
fasakh. Di negara-negara Muslim saat ini, talak yang diajukan oleh
istri diatur dalam hukum keluarga. Istri dapat mengajukan talak di
pengadilan dengan sejumlah alasan: kegagalan suami untuk mencari
nafkah, di mana suami menghadapi hambatan fisik, mental dan
penyakit yang sulit diobati, meninggalkan keluarga, menyakiti istri,
melakukan kekerasan terhadap istri, dipenjara, menghilang dan
sebagainya. Inisiatif talak dari istri diajukan ke pengadilan. Di Iran,
seorang istri yang suaminya memiliki pernikahan kedua atau poligami
tanpa persetujuan istrinya, istrinya dapat mengajukan cerai di
pengadilan, juga di India dan Pakistan.
2. Konsep Talak dalam Pemikiran Muhammad Said Al- asymawi,
didasarkan pada interpretasinya terhadap ayat al-Qur’an dan hadist
serta nilai-nilai universal al-Qur’an dan hadist. Tentunya
interpretasinya tidak terlepas dari metode istinbat al-ahkam
sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam
kitab Ruhul, Asymawi memaparkan beberapa ayat yang menjadi dasar
para ulama dalam menetapkan hak otoritas talak adalah mutlak di
tangan suami. Namun yang berbeda, Asymawi memberi interpretasi
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tersendiri yang berbeda dengan beberapa ulama klasik sehingga
konklusinya pun jauh berbeda dari pendapat mereka. Menurut
Asymawi maksud umum ayat ini adalah dalil dari disyariatkannya
talak dalam Islam. Talak ibarat sebuah obat yang dapat menjadi
penawar bagi penyakit. Islam menghalalkan talak demi perdamaian.
Namun solusi di sini bukan berarti hak talak mutlak di tangan suami,
pemahaman demikian sangat jauh dari substansi keadilan sehingga
perlu adanya pemahaman baru yang lebih mendekati poin-poin
keadilan antara dua belah pihak yang berkomitmen untuk
melaksanakan syariat yang dimaksudkan Tuhan. Adapun mengenai
hak  otoritas talak yang sebelumnya menurut ulama klasik menjadi
hak mutlak suami itu merupakan sebuah pemahaman agama (teks
syariat) itu sendiri, bukan sebuah agama atau syariat. Asymawi
membedakan  antara al-Din (agama) dan al-Fikr al-Din (pemikiran
tentang agama), agama menurut ‘Asymawi adalah sebuah syariat yang
ada dalam nash (termasuk dalam hal ini adalah syariat tentang talak).
Adapaun pemikiran tentang agama adalah apapun selain yang ada di
nash, baik itu dari ijtihad seorang mujtahid, tafsir seorang mufasir,
syarah seorang syarih ataupun hukum yang ditentukan oleh hakim
yang mana semuanya bisa jadi salah dan bisa jadi benar.
3. Konsep Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Muhammad Said al-
Asymawi, ditinjau dari segi akad dalam perkawinan tersebut adalah
manifestasi pelaksanaan ijab-qabul dari kedua mempelai yang telah
dewasa/orang yang mewakilinya dan menjadi sah dengan kehadiran
dua saksi, tanpa ada proses keagamaan atau teknis lainnya. Meskipun
akad ini sudah jelas dan gamblang, tidak samar dan tidak
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diperdebatkan tetapi pemikiran keagamaan dalam Islam dan budaya-
budaya dalam berbagai masyarakat menambahkan kepadanya
sentuhan keagamaan, lalu apa yang seharusnya tidak lazim dan dan
tidak wajib ditambahkan kepadanya, selanjutnya semua itu dirangkai
sedemikian rupa sehingga akad pernikahan, pengaruh, dan dampak
yang dilahirkan dijadikan sebagi hukum keagamaan, padahal syariat
tidak selamanya dimaksudkan demikian.
B. Implikasi Penelitian
Karena talak merupakan bagian dari hukum islam, maka konsep- konsep
Muhammad Said al-Asymawi seperti yang dielaborasikan sebelumnya
mempunyai implikasi yang jauh dalam mengenai hakikat dari arti syariah yang
sebenarnya. Berkaitan dengan pemikiran Asymawi di atas, maka upaya
menginterpretasi ayat al-Qur’an dan hadist serta nilai-nilai universal al-Qur’an
dan hadist dilakukannya dengan istinbat ahkam. Sementara dalam hal konsep
kesetaraan gender dan ketetapan-ketetapan fiqh, seharusnya tidak bersifat
sakralisasi, tetapi berkembang dengan mengedepankan nilai-nilai universal dari
syariah serta berorientasi ke masa depan.
Dari pembahasan di atas diketahui bahwa dalam ber-ijtihad, selain
merujuk kepada al-Qur’an dan Hadits, Asymawi juga merujuk kepada sebab
turunnya ayat dan Hadits, karena menurutnya, hukum Islam itu diturunkan
berdasarkan sebab yang melatarinya. Kadang kala ia berfungsi sebagai solusi
bagi suatu permasalahan, terkadang pula ia berperan sebagai jawaban bagi
pertanyaan sehingga dalam pelaksanaan hukum tertentu harus disesuaikan
dengan sebab turunnya ayat atau Hadits tersebut.
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Muhammad Alief Rezkiawan lahir di Ujung Pandang
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Madrasah Madani Alauddin” hingga lulus di tahun 2015, kemudian di tahun yang
sama lulus dengan jalur SPAN-PTKIN di jurusan Hukum Acara Peradilan &
Kekeluargaan prodi Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar. selama berproses
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baik formal maupun informal mulai dari CBT, OPAK, sampai dalam rana
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